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EATAPENGANTAR

Pupt syukor kepada Allah Subhanahy Wata'ala Tuhan Yang Maha Esa. Ataz Karunia
dan Rahmat-Nya vang begitu besar, seshingza naskah orasitlmizh dengan judal “Urgensi
Pembentiukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan”, ind dapat diselesaikan: Shalawat
serta salam, kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah
menunjukkan risalah kepada kiia. sehinges kita tetap pada shraiul musiagim, jalan
kebenaran, kebahagiaan dunia dan akhirat Penulis mengucapkan terima kasih kepada
Rektor Universitas 17 Agostus T245 Surabaya vang telah memperkenankan penulis untuk
menvampaikan orasi-flmiah sebagai pertanggungiawaban akademik Jabatan Gurn Besar
di bidang Hukum Tata Negara. Naskah orasi ini memaparkan secaratingkas gagasan dan
bush pikir perjalanan pencliian penulis Bagian awal orasi menvajikan pendashuluan,
bahwa orasi ilmiah ini berangkat dari kegelisahan akademik bahiwa sistem presidensial
Indonesia pasca-perubshan UUD 1845 masih belum memilili perangkat hokum vang
memadal untuk mengatur s2cara rinci lembags keprecidenan Bagian Kedua memaparkan
problem konstitusional lembaga kepresidenan, diantaranya fragmentasi kekuasaan
Presiden vang luas tanpa batasan jelas, peran Wakil Presiden vang kabur karena UITD 1845
hanva menvatakan "dibantu” tanpa kewenangan atributif dan melani=me pemakzulan
yvang masih bercorak politiz. Bagian ketiza kemudian menyvoroli urgensi pembentukan
Undang-U'ndane Lembaga Kepresidenan, di mana Undang-undang int bertujiuan nntuk
mermnduklkan kebuasaan kepada hukum, menata peran Wakil Presiden agar tidak lagd
bersifat simbolik, serta mengatur masa transist kekuassan agar Hdak menjadi ruang sbuse
af power. Tanpa UL Lembaga Kepresidenan, sistem presydensial di Indonesia akan terus
berjalan di atas bmprovisasi politik, bahksn berpotensi melahirkan bentuk mso-autsoratic
presidentiltsim. - Bagian keempat menjelaskan materi pokok Undang-Undang Lembaga
Kepresuderan sebaga wusulan penulis, vane memuat ima mater: pokok 1) penataan
strukiur lembage kepresidenan, 1) pemberian kewenangan atributif kepada Wakil
Presiden, 3) pengaturan relasi Presiden dengan lenibaga negara lain (DFR, MFPE, DPD,
MaA, ME) untuk memperkual mekamisme chacks gnd balemoes, 4) redesain mekanisme
pemakzulan dengan menempatkan Mahkamah FKonstitusi sebagai pemutus akhir, dan 5)
pembatazan kewenangan Presiden pada masa transisi kekuataan Bagian kelima
memaparkan Tantangan Bagi Presiden Prabowe Melahirkan Undane-Undang T.embaga
Kepresidenan Sefelah 80 Tahun Kemerdekaan Indonesia

Penuliz dengan segala kerendahan hati menyampaikan penshargaan dan ierima
kasih yang tulus kepads para hadirin yang telah meluangkan wakin untuk menghadic
acara ini. Harapan penulis; naskah ind dapat memperinas cakrawala pengetahuan dan
menjadi sumber inspirasi vang berrdlal bagl para pembaia. maupun Lembaga Legisiabif

- Ureemnd Fembeninian Undenes-Undeng Eembaza Keprasidensn



. PENDAHULUAN

Brsmullahorrahpaamingitm
Assalome ' olorkere Warahmanulloh Wirbargkatuh
Salam Sejahtera, Shalom, Om Swwastastu, Name Buddhata, Salam Kebajikan, Rahavo

Yang terhormat.

Wakdl Menteri Koordinator Hukam, HAM, Imigrasi ‘dan Pemasyvarakatan ' Republik
Indonesia, Prof Dr, Cttc Hasfbuan, SH., ML

Kepala LLDIET Wilayah VI, Prof Py, Ir. Divah Sawitri, 5E., MM;

Ketia Pemibing Yavasan Pergunian 17 Agtishus 1935 Surabaya, Bapak Dirs. Bambang Dhwi
Hartona,, M. Pd ;

Kema Penourns Yayasan Perouruan 17 Acustus 1945 Surabava, Bapak | Subelc:, SH_, MM
Rektor dan Wakil Fektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Ketua, Sekrefariz dan Para Anggota Senat Universitas 17 Agustus 1045 Surabaya;

Dekan. Wakil Dekan, Fetua Program Studi dan Ketua Lembaga di Linskungan Uniag
Surabaya;

Para Sejawat Guru Besar vang hadir dalam prosesi inf;

Para Rektor, Dekan dan pimpinan Perguruan inppd tamu;

FPara Dosery dan Tenage Kependidikan di lingkungan Universitas 17 Agustns 1845
Surabaya;

Sanak Eeluargs, Para undangan dan hadivin sckalian;

Fup syukur Athamdulillah saya: pamgatkan kepada Allah Subhanabu Wata'ala
Tuhan Yang Maha Fsa Karena hanva atas Rahmat, Taufiic dan HidavahNya, pada hart
vang sangat berbahagia ini. sava merasakan begite besar nikmat dan karmnia Allah vang
diterikan kepada sava, schingea ssva dapat berdirt di sini menyvampatian Pidato
Pengukuhan Guru Besar llmo Hukem. Kepaksran Bidang Hukom Tata Negara pada
Fakitltas Hukum Umniversitas 17 Agustus 1945 Surabava Setelah melalni prosss vang
parjang hingza pada akhirnra sampat pada jabatan fungsional ind; semyoa-diy adalah
karens semata pertolongan Allah SWT dan sava senanhtiasa berdeoa semoga Allsh
memberikan kemudahan dalam menjalankan amanah Guru Besar ini

Shalawat=erta salam, kita haturkan Kepada junjungan INabi Muhammad SAW yang
=lah menunjukan ricalah kepada kita; tehinpgea kita tetap pada shirgiul mustagim, jalan

kebenaran, dan meﬂdapatkan' kebahagiasn dunia dan akhirat

Frof Dr Hafron SH AMH -



Pada kesempatan yang bahagia ini, perkenankan sava untuk menyvampalkan Pidato
Pengukuhan Gury Besar Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1045 Surabaya dalam
Prdane Hukum Tata Negare dengan judul Urgensi Pembentukan Undang-U'ndang

Lembaga Kepresidenan

Bapak RBektor, undangan, dan hadirin yang saya muliakan,

Panitia Perumus FPerubahan Undang-TUindans Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 selamjuinys disebut TTUT 1245, menetapkan limz kesepakatan pokolk sebazar
arah perubahan, salah satunya adalah memperiegas sistem pemerintahan presidensial
Penegasan imi bertujuan untuk memperkukuh sistem pemermishan yangz stabil dan
demokratic Sistem presidencial im ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1} U 1945, vang
menvatakan bahwa "Presiden Republik Indanesia-memegang kekuasasn pemermiahan
menurat Endanc-{Indang Dasar’. Setelah perubahan UUD 1945, Indonesia menganui
sistem presidensial muen:, hal mt sejalan dengan karakieristik ntama vang dirumuskan
oleh Scott Mainwarine sehagat bertkut (i{Presiden sebagai kepala pemerintaban sekaltous
kepala negara; (tiPresiden dan anegota tegisiatif dipalih cleh rakvat; (i Ekselentaf bulkan
bagian dan legislabif sehingsa hdak dapat diberhentiican oleh legisiabtil kecuali melalon
proses impeaciment; dan (v |Presiden idak dapat membubarkan parlemen ?

Mieskipun Presiden Indonesia telah dipilih langsung oleh rakyat, namun hdak serta
meria membuat keknasaan vang dimilfkinya menjads tak terbatas. Sejak semulz, sistem
presudensial vang kifa anut bdak dimaksudkan menjadi mahkota kekuasaan vang fak
berbatas. Iz iahir dari semangat konstifusionalisme, antuk menveimbangkan aniara
efektivitas pemerintahan dan kendali demokratis vang membatast kekunasaan Namun,
dalam praktiknya, sistem ini justru mengandong paradoks: kekuasaan ek=ekulif vang
kuat, tetapi fanpa dibarengi dengan pengaturan dan kewenangan lembaga kepresidenan
secara rincy; ransparan dan aluntabel, maka berpotensi melahirkan penvalahgunaan

kskuasaan (abuss of goeer).

Hadirin vang sava hormati,

Tim}:ru].ﬂ_va permasalshan mengenai batss kekuaszan preziden tersebuf, cecara
koncepe ketatanegaraan tidak dapat dipandang cebaga: hal vang seiderhans. Mesk&pun
secara konsttusi, UUD 1945 telah miemberikad kawenangan atributif Xepada Presiden,

namun dalam Pr&kﬁkﬂ'_r:a masih muncil persuala_ﬂ_ Konstihisi memberikan kai:enangaﬂ

dasyradi Rauf and others, Srstem Prosidensial Dan Sosok Presuden Ideal (Yogvakarta: Pustala
Pelajar, 2008}, hlm 32-33
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kepada Fresiden untuk memegang pemeriniahan, mengsjukan rancangan undang-
m&aﬂg dan menctapkan peraturan pemesintsh, menganskat menterd, menyatakan
keadaan bahaya, memberi grasi, amnest; abolisi, dan rehabilitasi, hingea menyatakan

perang dan membuat perjanjian internasional

Sebagian kewenangan tersebut dijalankan secara langsune oleh Presiden; sementara
sebagian lainnve memerlukan persefujuan atan pertimbangan darn lembaga negara lain
seperti PR dan Mahkamah Asuns. Hal ini mepunjukkan bahwa kewenangan Presiden
bidak berdin sendiri, melainkan merupakan basian dari sistem pembasian kekuasaan
dengan prinsip kontrol antar cabans kekuasaan (checks and balances siysiom)

I tensah konfigurasi kekuasaan politik pasca-reformasi; terntama: di bawah
pemerintahan  Presiden Prabowo Subianto, Indonesia menghadapi realilas ‘baro
konsolidasi kekuasaan politik vang kuat di tangan eksekniif, dubungan suara mavoritasdi
parlemen, dan icedekatan densan struktur oligarki ekopomi. Fonstelast tm menyimpan
potensi besaruntuk efekivilas pemerintahan, tefapr sekaligne memimbulkan nisike laten
terhadap Hdak berfungsmyva prinsip checks and bglanoss sysien.

Kekuasaan presiden yanmg mencakup dua mahkots sekaligus —sebaga: kepala
negara dan kepala pemenntahan— menimbulkan potens: abuse of power. Dalam: sisiem
yvang tidak dibatas: secara elsplisit (expressis verhis), kekuasaan mudah tergelincir dary
mandat rakvat menjadi alat untuk melayani kepentingan elit Seperti vang dikatakan cleh
Lord  Acton "powesr fewds fo corrupt ond absolufs powsr corrupis obsolntely” 2 Sebush
penumpukarn kekuasaan bisa lahir ketika presidensialisme Hdak diimbangi olsh aturan
hubum vane rinci, fransparan dan akuntabel Untulk itulah. diperinkan langkah
konshitusional vang visioner; vaity - pembentukan Undang-Undang tentang Lembaga
Kepresidenan sebagai wujud penguatan sistem presidensial vang demokratis. akuntabel,

dan tshan terhadap godaan penvalahaunaan kekuasaan

= Ibnu- Sina Chandranecara, * Penuangan Checke and Solovces kedalam Fonstifust”, Jurnal
Konstites: Vol 13 No. 3 September 2018, hlm 353
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II. PROBLEM KONSTITUSIONAL LEMBAGA KEPRESIDENAN

Bapak Rektor, undangan, dan hadirin yang sava muliakan,

Presiden dan Wakil Presiden Eepublik Indonesia, sebazaimana diatur dalam TTD
1845, merupakan sabn Kesatuan lembasa yang secara bersama-zama disehut sebaza
lembasa kepresidenan (presidemfial imstitutiony. Posist int bukan sekadar simbol
administratif, melainkan manifestas) dwitungeal dalam kepemimpinan nasional

Pasal § ayat (1) ULTY 1845 ha<il Perubahan Ketica, menegaskan kualifikasi dasar
yang harus dipenuht oleh seorang calon Presiden dan calon 1Wakil Presiden RErnteria tm
bukan hanye menyeal status kewarganegaraan dan lovalitas terhadap necara, namun juga
mencakup infegritac fisik dan mental unhuk menjalankan amanat konstibue, T sindlah
terlihat bahwa konstitusi menempatkan tangeunsjawab kenegaraan pada standar moral
dan kapasiias vang Hngei Namun, apabila kits menengok ke belakang, pada -masa
sebelum perubghan konstitus:, lembaza kepresidensn berdin: dalam kerangka normahi
yang sangatminimalis. ia idak dibentuk oleh undang-undans tertentn, melainkan hanva
diudeskripsikan secara umum dalam batane tubuh TTED 1945, Ketidakterperincian inilah
yang membuka ruang perdebatan pamjane meneenai batas-batas kewenangan Fresiden

dan Wakil Presiden. serta potens: ketimpangan relasi kekuasaan di antara keduanva.

Hadirin vang saya Muliakan,

Robert ]. Spitzer;® seorang pakar poiitik ketatsnecarzan dari Amerika Serilat,
memberikan pandangan vang relevan dalam konteks ini Ja menvatakan bahwa lembaza
kepresidenan dibenbiuk tidak hanva oleh teks konshitusi semata; t=iapi juza oleh hukom
dan radisi politikx yang berkembang di masyvarakat Artinya, konstitusi hanvamembertkan
kerangka normatif. tetapi bagaimana lembasa ini bekerja sangat dipengaruhi oleh
kebiasaan atan tradisi politik strokhor inetitost lainnya, serta akicr-aktor vang terlibat di
dalamnva.

Presiden, dalam pengertian modern, tukan sekadar simbol kenegaraan, melainian
sos0ok pemegang otorifas terfings atss penyelengmaraan kekuasaan sksskatif Secara

setimologis, kata presiden berasal dard bahasa Latin praesidens— gabungan dard prae (di

* Andrvan, Lembgeq Eepresidenan, Seprak dan Domameks Dalem Sistem Felgtamsedraas
Indonesa, :_hialang?'ﬁﬂa.ra Press, 2020 him .1

* Fobert | Spitzer, The Prasideny and Fublic Policy? The Four Awetas of Fresideniial Poamer
{Tuscalogza: The University of Alabama FPress, 20012, hlm .3-4 dalam bukn Pinanilka
Lembaeg Eegresidenan di Berbaza Mesarg karva Abdul Ghoffar (Depok: Rajawali Pers, 2027)
him 16
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tiepa.n'r dan s=drre{dudulk)—yang secara harfiah berarti “vang duduk di depan”. Istiiah ini
kemutdian diserap ke dalam bahasa Prancis sebagal prasident, dan dac sanalah masuk ke
berbacai sistem kenegaraan modern sebaga sebutan bagi kepala pemerintahan dan kepala
negara®

Sebagai figur vang “doduk di depan”, seorang Presiden dituntut fukan hanya hadir
dalam perishiwa-peristiwa resmi; tetap! juga tampil dengan kapasitas kepemimpinan vang
temgeuh dalam menshadapi kompleksitas perspalan bangsa. Maka, presiden harus
memiliki kecakapan siratesis, keberanian mengambil kepuiusan, dan ketanspuhan moral
untuk menyelesaikan percoalan paling rumit sekalipun (any comphozied sroblem),

Namun demikian, apabila tidak diatur dan dibatss: secara rinci dan jelas oleh
norma-norma hukom. maka kewenanzan vang luas i dapat bernbah menjadi kekuasaan
yang berlebihan (sxcessivs power). Drsintlah pentinenva peran hokum tata negara sebagal
pengawal demokrast konstitusional. azar kekuasaan fidak menjelma memadi tirans dan
otorifer.

Hadirin yang sava hormati,

Perubahan konstitus: pasca-reformasi telah membawa peavegaran dalam relas:
kelembagsan negara, antara Presiden, Parlemen dan Kekuasaan Kehakiman Hadonva
Mahkamah Xonstitust, dan penguatan fungsi lemslatif, seriz penungkatan partisipas
publil: dalam proses demokraci, menjad: bagian dari: mekanisme pengawasan dan
penyeimbang terhadap lembaga: kepresidenan. Namun, pekerjsan kifa belum zelesai
Tantangan nvata ke depan adalsh membumikan nilai-nilai konsibusi tersebut-dalam
prakiik politik ketatanegaraan sehari-hari

Kita-memeriukan Lembaza Kepresidenan yang tidak hanva koat secara hukoam,
tetapi juga matang secara budaya politix Presiden dan Wakd Presiden tidak boleh hanva
diiihat sebagar jahatan semata, tetapi sebagal simbol tanggungiawab konstitusional vang
melekat pada etika kepemimpinan. integritas pribadi. dan kesehiaan terhadap cita-cita
bangsa Namun, di Indonesia Lembags Kepresidenan -memiliki problem konstitusional

Vang ampak_ dalam betrerapa a,sl'_'tei:. -Ii'i-antﬂ:l."ﬂﬂ‘:-'& SE}:ra.gai berikui

¥ Harper, Donglas Frespdent: Online Eiymoloey Diclionary. diskees July: & 2023
[’itpg‘_‘wv.'w efrmonline com fword / president
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1. Luasnva Kekuasaan Presiden

Sebtagaimana dikemukakan oleh Ni'matul Huda ® sistem pemézmtahan presidensial
memiliks selidaknya tigg keuneoulan mendasar Parigma, stabilitas ekselnbif yang terjaga
melalu: masa jabatan Presiden yang tetap. Eadug, pemilihan kepala pemerintahan secara
langsune oleh rakyat, vang memberikan legitimasi demokratis vang lebih kuat dibanding
pemilihan Hdak lancsuno. EeHea, adanyva pemisahan kekuasaan—senargiion of pomr —
yang menjadi fondasi bagi perlindungan kebebasan mdividn dar] potensi tirani kekuasaan
negara

Sejalan densan watak .dasar sistem presidensial tersebut, posisi Presiden dalam
sistem ketatanegaraan Indonesia bdak dapat hanya dimaknai sebapgar jabatan politik
administratf T.ebih dar itn, Presiden adalah pemesang mandat konstitusional sekaligus
sumbol keperumpinan nastonal (nafowal legdership) vang bertangpuneswab membawa
bang=a memuy cifg-cite konsiitusional  keadilan sosial, kessjahteraan umum, dan
kemakmuran bersama dalam bingkat negara hukom yvang demokratis.

Namun demikian, marwah jabatan Presiden ini hanva dapat ditegakkan apabila
diudunknung dengan sistem politik vang bersandar pada prinsip demokrast kenstitusional
Dalam hal i sistem presidensial vang batk bukaniah sistem vang memberikan kekuasaan
tanpa batas: melainkan justru-membatast kekuasaan itu dalam jeeranghka hukum dan etila
ketatanegaraan

Sejarsh fetatanegarasn kita menunjukkan bashwa sejak diproklamasikannya
Republik Indonesia pada 17 Agiistus 1945, praktik keluasaan eksekontif di tangan Presiden
mengalani pasang surnt, bahkan tzk jarang dijalankan tanpa standar norma hakum dan
etika yang mapan (esiabhshad) Tanpa adanva kerangkahuknm vang memadal, kekuasaan
presuden berisiko terjadinya penvalaheunaan wewenang (cbuse of power ). Hal ini terlihat
jelas dalam satu dekade pemernmiahan Presiden Joko Widodo: Dengan absennyva Undang-
Undang Lembaza Kepresidenan, Jokowi mengkonsolidasikan kekuasaan secara personal
dan tidak jarang menabrak prinsip checks and belances melalui koersi (“tekanan”) terhadap

partai politik, pslemahan lembaza pengawasan seperti KPK. hingza intervensi dalam

& Nimatil Hoda dikubtip dari T Gede Yusa dan Bagus Hermanto, 2017, Gasasen Eoncangan
Hndnag-ndane Lembapa Eegrresidenan: Sermmar Penzeasan dan Panenatas Sistest Presidensul
Indovesta, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 14 No. 2 September 2017 him 13, dan kembali
dikutip dalam tulican Fia Casmi Arsa, "Ureens: Penpaturan Lembacg Eemrsspdonan dalom
Rangka Mewumdkan Fonsohdas: Sistest  Fewrerimfahan - Presidessml, Jumal Hukum
Henegaraan Vol 2 Mo, T Junt 2009, him 91
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sukses: kekuasaan melalui dinasti politik ™ Inilsh risiko nyata ketika kekussaan presiden

berjalan tanpa diatur-lebih lanjut dengan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan,

Hadirin sekalian yvang berbahagia.

Sebagaimana dirumuskan oleh Saldi Isra® kekuasaan Preciden secara substantif
dapat dikelompokkan ke dalam enam bidang utama. Ferioma,  kekuasasan -dalam
penvelengoaraan pemerintahan, di mana Presiden bertindak sebacat ciuef execulive, sesuat
Fazal 4 ayat (1) UUD 1845 Kedua; kekuasaan dalam pembentuian peratnran perundang-
undangan, baik dalam bentuk undangundang, peraturan pemerintah, maupun geraturan
pemeriniah | pengmant undang-undang (Perppu) Eofige, kebuaSaan vudisial, yakni
pemberian grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan perttmbangan Mahkamah
Agting, serta amnest dan abelisi dengan memperhatikan pertimbangan DFE. Ezempat,
Ekekugzasn di bidang perfahanan dan keamanan negara, termasuk menvratakan perang dan
menvelengparakan ketertiban dunia: Esltma, kekuasaan diplomatik, vakni dalam menjalin
hubungan luar negesi vang bersifal enpinal poisr of executing Dan keenam, kKekuasaan
dalam pengisian jabatan publik, sepertt pengangkatan anggota BEFK dan pejabat negara
taingeya,

Di =isi lain, Abdul Ghoffar®™ menambshkan Bahwa setelah perabshan UUD 1945,
Eckizsasn Presiden 4dak hanya terbatas padas enam bidang tersebut  Beliau
owengelompokkannva menjadi 10 (sSepuluh) kelompok kekuasaan, dengan &mpat
tambahan vang meliputi- pemberian zelar dan tenda kehormatan: pembentukan Dewan
Pertimbangan Presiden; pengangkatan dan pemberhentian menteri; setia pengangkatan
pejabat negara lainnya

Namun., berbagai kewenangan tersebut fidak certa-merts bersifat statis
Sebagaimana dikemukakan oleh William P. Marshall¥ werdapat sejumlah faktor vang
beckontribusi pada kecenderungan bertambshnva kekuaszan Presiden Pertamax

ketidakjelasan konstiusional atas batasan kekuasasn Presiden (the  constrfufionas]

7 Jaffrey & Warburton, The Jokowr Fressdency: Indenesus’s Berade of Autheritarian Hezpal
(ISEAS - Yusof Ishak Institute, 2024} hlm. 37

*Saldi Isra. Lambaga Negarar Konsep, Seyarah, Wamsnang dan Dinamiia Konstitusional, (Depak:
RajaGraﬁhda Persada, 2020) him 195-2{4

¥ Abdul Ghoffar, Dmamuka Lenbasa Eepresidenan d1 Berbagat Negara, (Depok: Rajawali Pers,
2022 hilma 37-55

12 William P Marshall, “ Elevan Regsons Why Frestdential Power Inevutably Expands and Why ot
Matizrs”, Boston University Law Review, Vol &5, 2008 him 5305-509 dikatip dalam Adul
Ghoffar: Dinamiks Tembaes Fepresodenan it Barbagar Negara; (Depok: Rajawah Pers, 2002)
him 56-01
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indsfzrmungey of pressdomtial powsr), di mana banvak kewenanzan inksrent vang tidak terinlis
dalam konstitusi. namun tetap diakui Kedua, efek preseden dari tindakan shsekufif, Tang
dapat dijadikan dasar legitimas dalam pelak=ansan kekuasaan di masa depan Ketiga,
akses dan kontrol Presiden atas informasi sivalemis, vang memberikan -keungoulan
eksekuiif dalam pengambilan kebiiakan Keempat, peran lembaga kepresidenan dalam
bodave populer vang menjadikan Presiden sebaga: yrajah utama negara dalam benak
publik, Dan kelima, ursensi pengambilan keputusan cepat di eramodern, yvang semakin

mempoerknat posisi Presiden dalam menyusun agenda nasional

Hadirin vang saya hormati,

Dalam konteks milah penting untuk ditecaskan bahwa perluasan -kekuasaan
Presiden, meskipun Hdak selaly menvalahi konstrhes:, tetapt harus dibarens: dengan
mekanisme pengawasan: Vang xuat ﬁﬁtem presidensial yang: demoksatis menuntut
adanya checks and Falomoes vang efekdif agar kekwasaan tdak melampaw batas-batas
konsfitusional dan Hidak bernbah menjelma memadt “ Toalitananisme Baru”

Fmly Asshiddigee, dalam Ohgarka dan Toightananismes Baru, -menjelaskan bahwa
totalitas kekuasaan seorang oligarke dapat bersifat tofaliter ketika 1@ menguasa sekaltogus
4 (empat) pilar kekuoatan polittk makro (guadru-poliitcs macre) vaitu - negars (s,
masyarakat sipil (ool seciety), korporast, dan media massa Konsentras: kelussaan yang
demikian, apalagi jika terintegrasi pada sosok Presiden selakn kepala negara dan kepala
pemerintahan, akan memudahkan eradinya seniralisasi dan integrasi penuh dari selurnh
sumber keluatan politik dan ekonomi dalam sat genggaman, vang pada akhimva: dapat
melahicksn bentule fefalifaranisme 3

Sohust vang paling mendasar untuk mencegah gejala tersebut adalah dengan
memicahkan secara tegas keempat ranah kekuasaan ftu negara (sfaiz), masvarakat sipil
(ol soaeiy), korporast; dan-medis oiassa, disertat larangan bulkom vang jelas ontuk
menghindart dan menangeulangl benturan kepentingan di antara mereka 2* Disinilah sava
meyakini, peran lembaga iegistatif dan yudisial seria partisipas: publilk. menjadi penting
dalam memastikan prinsip negara hukam demokratis dan hmgsi pengawasan fetap
kerjalan sesaai koridor konstitact.

Sebagal ‘akademisi dalam bidang Hukum Tate Negara, sava mevakind bahwa

tanlangan utama kita har ind bukan -cekadar METENCATE arsitekbnr hukoam vang ideal,

Y o

* Jimiy Asshiddigie. Oliearks don Tofaldaraanisme Bary, (Depolc Pustaka LP3ES, 2022 him
3L7-344
L Thid. him- 35

it

15

Ureemnd Fembeninian Undenes-Undeng Eembaza Keprasidensn



lapi menumbuhkan budaya sadar dan patuh konstitusi. Hanra dengan demikian,
godaan penyalahgunaan kekussaan dapat d.i.ianlisipa&i_. dan tata kelola negare dapat
dibanoun di atas integritas. akuntabilitas, ‘dan keberpthakan pada kepentingan rakoyat
baka, EUU U Lembaga Kepresidenan vang dirancang dan dirumuskan harus berdiri,
bukan hanya di atas landacan lecalitas, f=tapi jusa pada keapungan moralitas, agar
kekuasaan selalu tunduk pade konstitusi dan hukim, serta zelalu berpihak pada
kepentincan rakyat

pLd Kaburmya Peran Wakil Presiden

Perubahan terhadap UUD 1045 lah membawa berbagal perubahan mendasar
daiam sistem ketatanegeraan Salsh satanva adalah penguatan mekanizme pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden dalani satu paket michalui pemilikan langsung oleh ralorat
Model pemilihan zatn pakst ini menandal penguatan legitimasi demokratis terhadap
kepemimpinian nasional, sekaligus memperlihatkan kedskatan strukbur antara Presiden
dan Wakil Presiden dalam satu tarikan nafas sebagai Lembaga Kepresidenan

MNamun ‘demildan, pasca-perubahan UUD 1945 ferscbut masih terdapat ruang
kosong vang cukup serinc datam pengaturan mengenai peran dan tangsungiavwab Wakil
Presiden dalam sistem Kelatanegaraan UUD 1945 Hdak memberikan fambu-fambu
Furidis vang tegas mengenat batas ken'Eﬂ.a_n_gan dan fungsi strategiz Wakil Presiden dalam
strukbtur keluasaan eksekutif Dalam prakiik dan persepsi politik, Wald] Presiden kerap
kall diposisikan sebatas ban serep (e second wan 2 —vakni pelenskap fungsional yang
hanva diperlukan dalam kéadaan darurat ketika Presiden berhalangan

Konstitusi, melalud Paszal 4 ayat (2) UUD 1245, hanva menyvatakan bahwa "dalam
menjalankan kewafibannva, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden "Fraza:ini
tidak memberikan Kejelazan dan: penfelasan teckait makng “dibantu”. Frass fecsebut tidak
serta-merta dapat ditafsirkan sebhagal pemberian kewenangan vang bersifat gktif dan
marndiri Bahkan, istilah “waldl vang secara bahasa berart seszorang vang diber Euasa
untuk bertindak atas nama orang lain, dalam konteks ini kehilangan kepastan batas dan
cakupan kewenangan Wakil Fresiden
Akibatnyva, ferbentuklah subordingsi ‘dalam stridchur kekuasaan eksekutif Wakil

Presiden tidak hadir sebazal pejabat konstitusitmal dengan kewenangan dan fungsi vang

£ Menurat Jobhn N, Garner, Wakil Presiden Amerika Serikcat (1933 - 1937), menvebutkan
bahawa Wakil Presiden sebagat @ spare hire on the aufomobile of poosrnmant (ban serep pada
roda pemerintahan) Dalam Ni'matul Huda, Poliiik Eetutanesgoraan Drdonssiz Kopan Terhadap
Damamstka Ferubahaon LT 15835, (Yogvakarta: FH Ul Press, 2004) him 64
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otenom, melainkan lebih menyerupal “figuran politik” vang oksistensinya sangat
tergantung pada r=lasi personal dengan Presiden vang sedang meniabat

Pertanyaan yang kemudian mengemuka adalah® bagaimana seharusnya peran
konstitusional Wakil Presiden dirumuskan dalam sistem presidensial? Apakah cukup
hanya sebagar pelenckap jabatan Presiden, ataukah 1a perlu diposisikan sebagatl bagian
integral dart arsitektur pemerintahan yane memiliki kejelasan fungs:, kewenanzan dan

ftancoungiawab?

Hadirin vang saya hormati.

Secare wmum, peran Wakil Presiden dalam hubunsan ‘dengan Presiden dapat
diklasifikasikan ke ‘dalam Hoa bentuk - Perfama, Wakil Presiden berfunesi sebazar
pengganti afan reserosd powesr. Dalam komteks ma, Wakil Presiden memiliki mandat
konsfitusiomal untuk menggantikan Presiden apabila: Presiden mmanskat, berhenti,
diberhentikan, stan tdak dapat menslankan Jeewapbanaya; sampat habis -masa
jabatanmva. Kedua, Wakil Presiden menjalankan fungsy-sebagar wakil. yaiin:mewakili
Presiden dalam melaksanakan tugas kepresudenan yang dimandatkan kepadanya: Dlalam
pelaksanaan-fungsi 1oy, Wakil Fresiden bertindak on behalf of the Presideni, dan karenanva
tindakan yang dilakukan memiliki kualitas hukum vane setara dengan tindakan Presiden.
Ketiga, 1Wakil Presiden dapat bertindak membaniu Presiden dalam pelaksanaan tngas dan
kewajiban pemerintahan secara keselurnhan Dalam kerangka: ini, Wakil Presiden
memiliki potensi unink mergadi mitra kerja strategis Presiden dalam prozes pengambilan
kebijakan, pengawasan pelaksanaan program, dan mediasi dalam dinamika: internal
pemerintahan.

Mamun, ketiga peran tersebut tidak akan pernzh herjalan secara optimal tanpa
kerangka hokum yang jelas: Di sinilah uareensi Undang-T'ndang tentang Lembaza
Kepresidenan menjadi nyate. ¥ita membutuhkan suath undang-andang tersendin vang
fidak hanva menegatnr kedudukan Presiden dan Wakil Presiden secara administrabif, tetapi
juma secara sistematis merinct shrukbur kelembagasn, hubungan kerja, pembagian
keweanangan, mekanizsme pelimpahsn hugsc, certa ciclem pendukung vang melskat pada
jebatan Presiden dan Wakil Presiden

Makas dari ity pengaturan Lembaga Keprecidenan secara sistematic melalui
Undang-Undang bukan haitra bersifat normatif, tetapi sudsh oenjadi keharusan dan
kebutuhan negara hukum demckratis. Undang-undang ini akan menjadi pijakan vang

mesjamin bahiwa Lembaga Kepresidenan Hdak dijalankan berdasarkan percepsl parsonal
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dan konfigurasi politik semats, melainkan berdasarkan prinsip-prinsip konsttusionalisme
dan negara hukam yang demokratis.

Savanonya: hingga Xini Indonesia belurmn memiliki' Undane-Tndane  tentang
Lembaga Kepresidenan yang mengator hal-hal fundamental mencenar tata kelola,
struktur, dan transisi kekuassan di lembaga eksekutif. Ketiadaan regulasi tersebut
menfadikan posis: Presiden dan Wakil Presiden tidak memiliki keranska hukum vang
kokoh dalam pengelolaan institusional dan sukeesi jabatan Semua bergantung pada
interpretas: konstitus: dan, lebih buruk lasd, pada negosias: politik anfar-akior negara,
Padahal, dalam negara hukum yang demokrabls, tidak: seharusnya kentinoitas
pemerintahan ditentukan oleh perimbancan kekuatan politik semata.

Dengan demikian. penting wnfuk segera merancans dan membentuk TUndang-
Undang Tentang Tembaga Kepresidenan vang secara eksplisit mengatur shrukbor
kelembagsan Presiden dan Wakil Presaden, mekantsme pelimpahan wewenang, sisiem
penduknng admmistratif, dan ferntama, skems suksesi konsiitusional apabila: terjadi
kelkosonganjabatan Sebab negara hukum demokratis vang matang bukan hanya tabhu.cara
memilth Presiden dan Wakil Presiden secara sah, tetap: juga memulik: kesiapan penuh

untuk menggantikannya secara tiba-tiba, jika keadasn darurat demukian terjadi.

3 Alasan dan Prosedur Pemakzulan

Setelah Perobzhan UUP 1945, Mdshkamash Kopstitusi (ME) mendapathan
kedudukan strategis dalam proses pemakzuian FPresiden dan/atae Wakil Presiden
Keterlibatan ME ini ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (2) ULD 1945; vang menvatakan
bahwwa MK berwenang meneadili pads tingkat perfama dan terakhir, dengan putusan
vang bersifat final, terhadap Pendapat DFE balova Presiden dan/atan Wakil Presiden
telah melakukan pelangzaran hukuny

Konstitust menetapkan bahwa proses pemakznlan dimulat dart Dewan Perwaiilan
Rakvai (DPR} vang menvampaikan Pendapat bahwa Presiden dan/atan Wakil Presiden
telzh melaknkan pelangzaran sebagaimans dimaksud dalam Fasal 7A UTUD 1945, berupa
pengkhianatan terhsdap negara, kosdpsi penvuapan, Hndak pidana perat lainmys,
perbiatan iercela, ateu tdak lagi memenuhi syvarab sebagai Presiden dan/atas Wakil
Presiden. Pendapat DFR tersebut kemudian diufl cecara hukom oich ME. Tugas MK
adalah mielakukan pemerilsaan dan pemibukban berdasarkan hukum, apakah Pendapat
ersebut terbukti atss Hdak.

Apavrile: ME menvaiakan bahwa Presiden terbukl melaknkan pelanggaran

konetitusi sebagaimana didalilkan, maka proses sclanfuinva beralih ke Majelis
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Permusvawaratan Rakyat (MPR), MPE kemudian menyelenggarakan Sidang Paripurns,
yvang Wajib dihadiri oleh sekurang-kurangnva 3/4 (tiga per empat) dari seluruh angsota
MPE, dan keputusan hanya dapatdiambil fika dicetugui oleh 2 /3 (dua per tiga) dari jumlah
angoota vang hadir Dalam sidang tersebut, Presiden diben hak konstitusional wuntuk
menyampaikan Penjelasan (Pembelaan) serara terbuka atas seluruh tudwhan yang
diajukan kepadanva

Berkaitan dengan § (enam) alacan pemakzulan Presiden dan/atan Walkal Presiden,
terdapat satn alasan yang perumusarn normany g bersifat samar, sehinopa cecara akademik
dan politik memunskinkan untuk diinterpretas: atau ditafsirkan secara beragam, yaitu
alaszan terbukt telah melaknkan “perbuatan fercela”

Meskipun alasan melakukan “perbuatan tercela” tersebut telah diberikan Penjelasan
pada Fasal 10avat (3) huruf(d) Undang Undane Nomor 24 Tabhun 2003 tentang Mahkamah
Konstrtusy, vaihe perbuatan yvaneg dapat merendahkan martabat Presiden Akan telapi,
dianseap belum memadat sshingea perin diberikan penjelasan dan pengaturan yvang lebih

jelas dan lengkap dalam Undane-Undang Lemhagas Kepresidenan

Hadirin sekalian vang sava hormati,

FProses Femherhentian Presiden dan /atan Wakil Presiden sebagaimana diatur Pasal
7B, pasal 24 T ayat (1) dan (2) UTD 1945, MK diletakikan sebagal salah satu ‘mekanisme
antara’ yang harus - dilskakan dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Waldl
Presiden, guns membukbiban dad sudut paﬂd_a_n_g hukum, menzenal benar tdaknya
dugaan pelangsaran huokum vang dilafiikan oleh Presiden dan/atan Waki Presiden,
vang putusannva bersifat periimbangan/fabwa dan tidsk decara otomatis dapat
memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden Namun, Persidangan Faripurna
MPE nanbinva, vang akan menéntu¥an spakah Presiden din/atan Wakil Presiden
diberhentikan atau tetap dalam jabatan. Karena kewenangan untuk mremberhentikan atay
tidak, sepenuhnya sda padas mayoriias suara angpgota MPR dalam Sidang Faripurna

Hal ini membultikan bahwa dalam proses pembechentian Fresiden ‘dalam masa
jabatan, ternyvata supremasi hukoem dikesampingken oleh supremasi politik, masih
menonjel dengan nuanss atau karakteristik parlementer, ¥arena Presiden dan fatay Wakil
Preziden diberhentikan atau tidak, cangat tergantuns pads suars mavositasangsota MPE
vang hadir dalam Sidang Paripurna tersebut sekalipun putusan MK menyatakan bahwea
Presiden danfatatt Wakil Presiden terbuki telsh melakukan pelanggaran hukoem
sebagatmana dimaksud pasal 7A UUD T815,
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Eﬂbagﬁima.tm dikonstatir Denny Indrayana, untuk FPresiden yvang dinyatakan
erbukiibersalah dalam persidangan MK, akan sulit dibayangkan jika Presiden akan tetap
diterima rakyabiya seielah Presiden terbukh mengkhianati negare, melakukan korapsi
atau penvuapan, terjerat kejahatan tingkat tingegr ataupun melakukan perbuatan tercela 5

Oeh karena itu, dalam pandansan sayva. seharusnya poss: ME tidak diletakkan di
tengah sebacai ‘mekanisme anfara’ yakm antara pengajuan Pendapat DPE dan Sidang
Paripurna MPR untuk memutuskan pemberhentian Presiden, tetap: diletakkan pade posisi
sebagai "bentens terakhir proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden,
sehinges kedodukan dan fungs: ME mengnjt apakah Keputusan politik pemberhentian
Presiden dan/atan Wakil Presiden oleh MPE telah memenuh: prinsip-prinsip negara
hukum demokrahs, sepertt yang diprakiikkan oleh M¥ Korea Selatan dan MK Negara
Federast Jerman, di mana ME berwenans mengadili pada tingkat pertama dan ferakhir,

yang putusannya bersifat final dan menoikat (final ard bnding)

T, URGENSI PEMBENTUKEAN UNDANG-UNDANG IEMBAGA KEPRESIDENAN

Bapak Bekior, undangan. dan hadirin yang saya muliakan,

4 tengah 1kdim ketatanegaraan yang terus bergerak dinamis, kita dihadapkan pada
satu perfanyaan mendasar - bagamans menundukian kekuasaan pada hukum, bukan
menundukkan huknm kepada kekwasaan! Intlah pangkal darn urgensi pembentukan
Undang-Undang tentang Lembaga Kepresidenan — sebush jalan konstitusional vang
tidak hanvalegal-formal, telapi juga sarat dengan muatan etis dan semangat kebangsaan

Selanjuinya. £dva akan menerangkan mengapa pembentokan Undang-Tindang
Lembags Kepresidenan merupakan susfn keniscaysan konstifusional vang fak bisa

ditundalagi

& Brenny Indravana, Negaro Aniare Ada dan Tiada, Reformasn Hukum Reiafarsgaragn, (Jakarra:
Penerhit Bulu Kompas, 2008) him 214
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Pertama: Mewnjudkan Nesara Hukum Demokratis, Bukan Negara Kekuasaan

Dalam keranghs negara hukum demokratis, segala bentuk kekuasaan, baik
legislatif, yudisial. maupun eksekutif harus tunduk pada supremas: konstitusi. Presiden
sehagat pemepang iertinged kekuasaan eksskufif juss harws tunduk dan patuh pada
konstitust <ebagai hukum dasar terbines Untuk ifw, pembentukan U1 Lembaga
Hepresudenan adalah afirmasi konkret atas prinsip supremasi koastitusi (supremacy of
con=tiittron ), Maka penting untuk dicatat bahwa Presiden tidak boleh hanye memimpin
pemerintahan berdasarkan kekuasaan politik, melainkan menfalankannya dalam keridor
hukum dan konstitus

Contohonyata tentang bagaimena hukum dapat menundukkan kekuasaan elceekutif,
dapat kifa lihat dari pencalaman negara-nesara dengan sistem presidensial yang matang.
i Amerika Serikat, sepumlah undang-undane seperfi Presidenital Records set, Ethios ip
Gomgrmmant ok, hingga Federal Vacancies Rejorm o secara tegas mengatur bndalan
administratif dan eftika lembaga kepresidenan FPresiden tdak hanva dipagan oleh
konsfitusi, tetapi juga oleh peraturan organik berupa Undang Undang (-1cf) yang menmkat
perilakn stal dan linekaran dalam kebuasaan Presyden

Hal serupa uea berlaku di Korea Selatan. Sstelah mengalami krists konsttunsionat
pada masa Presiden Fark Geun-hve (2016-2017), negert b -memperkuat pengaturan
mengenai struktur dan funes: Sekretartat Kepresidenan melahut sejumlah peraturan dan
pengawasan lembagz negara. Melalui ketentuan ini; unit-unit kera di bawzh Presiden
diawasi dan dievaluasi cecara stk dan administradif Selain itu, Korea Selatan memiliki
mekanieme Seeoral Prossoufor Aol vang memungkinkan penyelidikan terhadap Presiden
danstaf kepresidenan oleh jaksa independen vang ditunjuk melalii proses huboum, ontulk
memasiikan akuntabilitas tanpa-hambatan politik vang berlebihan.

Dalam sistem presidensial, Presiden bukandah tokoh simboliicbelaka Ia adaiah
pemezang -mandat rakvat dan pelaksana wiama visi negara [a berfindak: tidak hanva
sebagat kepala negara tetapi sekalions kepala pemerintahan, namun juzs menjadi wajah
negara di hadspan duniz internasional Oleh karena itn; peran ganda Presiden sebagzai
kepala negara dan kepala pemeriritahan perin ‘diatur  dalam Undang-Undang, agar
jalarmiva pemerintahan Hdak semata-mata bergatitung pads interpretasi politik vang
berubah-ubah, melainkan tegak lurus dengan Konshitusi

Tanpa dasar hukum vang tegas mengenai strukbur, fungsl mekanisme kerja, dan
batacan kewenangan lembaga kepresidenan, kits berisito membiarkan kekuacaan

shzekutif i:'lerga!a.n tanpa rem dan unpa arah Dialam }angkﬂ. pan}ang. hal ind bica melahirkan
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prakiik penyimpangan kekuassan atau bahkan membiarkan celah abuse of powsr vang sulit
dikoreksi

Oleh karena itu, U0 Lembaga Kepresidenan tidak bisa diangoap sehasar aturan
tambahan, apalast sekadar simbol lexalistik. Iz pustru merupakan metromen utfama antuk
membancun sistem presidensial yane fidak hanya kuat, tetapi juza terikat oleh konstitus

dan etika bermnegara.

Keduza: Menata Kewenangan Wakil Presiden
Hadirin vang saya muliakan,

Dalam sistem presidensial, Presiden dan Wakil Presiden adalah satu pasansan
kepemimpinan vang dipilih lanssung oleh ralorat Mereka bukan dua fieur admimistratf
semata, tefapt satu jabatan yang lahir dari kehendak konstitusional- Namun ironisnva,
dalam praktik kenegaraan kifa. peran Wakil Presiden lebih sering dipahani ssbaga
pelengkap bahkan disnggap sebatas ban serep (the second man)®. bukan sebagar mitra
strategis dalam menialankan pemenntahan nezara.

Keniadaan pengaturan hukum yang |elas mengena: peran, funegs:; dan kewenanzan
Wakil Presiden membuat posisi tersebut erombang-ambing diantara tafsir politik dan
selera kekuasaan Presiden vang sedang menjabat Wakdl Fresiden memansg disebut dalam
Pasal 4 avat (2) UUD 31945 sebagan “pembantn” Presiden dalam menjalankan
kewajibannya Namun frasa ‘membanin’ tanpa diserfat-atobosi kewenangan vang jelas
dan terfubiz justrn-menciptakan kekaburan konstitusional

Datam kerangks Hukum Tatz Negara rmodern, satribusi mernpakan bentuk
pemberian kewenangan yang sah, melekat, dan berdint sendiri—bukan sekadar limpahan
atan mandat vang bisa-ditarik kapan saja Sebagaimana dijelaskan [.G. Brouwer!®; atribust
adalah bentuk legalitas keknasaan yang diberikan langsung melalni undang-undang atan
konsiitusi, bukan tergantung pada kebijakan pribadi organ lain.

Sayangnya; dalam prakiik pemerintahan Indonesia hingga hari ini, Wakil Presiden
belom memilik: kewenangan vang bersifal atribatf, melainkan hanva mendapat tugas
berdasarkan pelimpahan dari Presiden. Artinvs, kewenangan tersebult bisa diberikan, biza

p-uia dicabui cewakitu-wakha. Kemﬂfmgan relasi 4 Hdak lmnj:a meraduksi martsbat

L Menurat Jobn N, Garner, Wakil Presiden Amerika Serikcat (1933 - 1937), menvebutkan
bahwa Wakil Presiden sebagal a spars irrs on the gquiomobile af gomermmani (ban serep pada
roda pemerintahan) Dalam MNimatul Huda, Politik Ketatanegaraan Indonesia Kapan
Terhadap Dinamika Perubahan TUD 1945, (Yograkarta: FH U Press, Z004) him 64

¥ [G. Brouwer dan Schilder, A Suroey af Thitch zkdmimisivaiios: Law; (Ars Aegui- b,
Nijmegen. 1995) him 16 - 17
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kef.embagaﬁn Wakil Presiden, tetapi juza memimbulkan potensi ketidakpastian dalam tata
kelols pemerintahan vang baik,

Apahila kita benar-benar inoin memperkuat sistem presidensial. maka relasi antara
Presiden dan Wakil Presiden harus ditata secara adil dan proporsional Dalam sistem
presidensial vang sshat, Wakil Presiden tidak hanya dibutushkan dalam keadaan darurat
atau seremondal, tefapi juza harus dilibatkan secara sistemik dalam proses formulasi dan
implementasi kebijakan nasional Ta harus menjadi “co-milof” yansg dapat mensambil-alih
kendali-ketika diperlukan, dan bukean sekadar penumpang kelas dua dalam mesin
kekuasaan pemerintahan negara

Lebih jaub lag, pemberian kewenanpgan secara atribulif kepada Wakil Presiden
menjadi prasyaral penting untuk membentuk mekanisme pertanggungjawaban yans adil
danrasional Baik secara politik maupun yuridis, Wakil Presiden harus-dapat dimintakan
pertangeungawaban alas pelaksanaan tugasnya. Sementara secars yuridss, Wakad
Presiden tunduk pada mekanisme konstitusional sspert: pemakrulan dalam Fasal 74 dan
7B ULD 1445 Dengan demikian, Wakil Presiden tidak hanva menjalankan kewenangan,
tetap: juga diminta pertangsungjawaban secara hukum — sebuah prinsip dasar dalam
negara hukum yang demokratis.

Pelajaran peniing dapat diadops: dan Amerika Serkat, negara vang menganut
sistem presadens:zal, namun memberikan kewenangan vang ferbatas bagr Wakad
Presidennya TH Amerika Serikat, Wakil Presiden secara konstitusionsl memang diabir
datam ciriicle I Section I sebaga: Ketua Senat, tetapi Hdak memilfkt suara kecuali dalam
kondist desdiock. Di Tuar ibe; Wakil Presiden Gdak memild: kewenangan eksekaiif vang
melekat, kecuah bila ditugsskan oleh Fresiden ataw bila terjadi kekosongan abatan
Presiden -Hal ini memtuat jabatan Wakil Presiden lebth bersifat seremonial dan pasif,
bahkan secara historis cleh [ohn N, Gamer pernah disamakan sebagar “ban sever pads roda
pemerintiitan™ ( o zpare tive on the auomobile of govermmenti®™ MNeskipun pringip
presidensialisme Amerika menekankan konsenirasi kekwasaan pada Presiden, naowun
kondisi ini membuat posici Wakil Presiden rentan diabaikan dalam prozes pengambilan

kepui:us-&n ?eme:iﬂtshan sehari-hari.

Fhii matul Hude, Polittk Fetaionesargan Indonesa Fapan Terhaday Dinapaka Pericbabion LD
1245, (Yoeyakarta: FH Ul Press. 2004 him 64
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Hadirin vang sava hormati,

Dalam kaitan dengan kewenangan Wakil Presiden, tEntu says tidak sedang
memperdebatkan siapa orangnya, bokan siapa socoknya, tefapd bagaimana kKursi
kewenangan itu diatur Kita sedans menata strukhur kekuasaan eksskufif agar lebih
ragional, adil, dan fungsional Maks, penataan kewenangan Wakil Presiden melalin
Undang-Undans lLembapgs Kepresidenan adalah langkah konstitusfonal vane tidak
bertujnan melayani epo kekuasaan, telapt membangun sistem vang bermartabat dan tahan
uft terhadap tantangan raman dan penyalahsunaan kekuasaan

Sehingea, -menjadi: jelas wrgens: pembenfukan Undang-Undang Lembaza
Kepresidenan, di mana harus mengsatur-dengan rinci bentuk-bentuk kewenansan Wakil
Presiden — baik yang bersifat atributif, delesatif, manpun-mandatory — seria mekanisme
pelaksapaannva. Sejarah kelak akan menilar apakah kiia permah sunsguh-sungeuh
membanzun sebuah sistem yang memempatkan Wakil Presiden sebagar mitra, bukan

figuran, sebagai pengemban jabatan konstitusional, bukan sekedar pelenekap keluasaan

Ketiga: Bahaya Presiden pada Masa Transisi Keknasan
Hadirin vang sava muliakan,

Dalam sistem presidencial, masa transisi kekuasaan bukan sekadar pergantian vang
bersifat administratif saja —masa ini merupakan ruang penentu kualitas demokrasi suatu
bangsa. Sebab di masa itu, ada ujian paling sunvi atas integritas kenegaraan dari seoTang
pemimpin. Presiden yvang telah kalah atau selesai masa fabatannya, secara hukum masih
sah memegang kekoasaan sepert membuat kebijakan strategis, mengangkat dan
membzrhentikan pefabat tertentu, hingga menerbithan Peratwran Pemerintah Penggant
Undang-Undang (Ferppu)

Pada masa transizi keKuaszan infiah Gtk rawan penvalahgunaan kelkuasaan, ketika
Presiden yang akan sclesal jabatannva masth menguasal semua alat negara, namun tidak
fag: punya mandat unink masa d;:pém_ Tanpa batasan hukum vang jelas, masa transisibiza
berubah menfadi panzsung ferakhir kekuasaan vang ingin meninzsalkan jefak dengan
cara yanz tidak:-elaok

Datam falsafah kekuwasaan Jawa, terdapat pasemon: "wong lugss thu koyo nuneeang
macar ' —berkuasa itu seperh menaiks macan. Sebelum naik, orang berebtnt dan penuh
ketakufan::saat sudah di atas, ia menjadi sosok yano menakutkan Namun yang paling
gentine justro saat turun, sebab macan itu bisa balik menerkam: Transisi keluasaan, dapat
dipahami sebagai momen turun darn macan, dan mengadi momentum paline rentan bao

seorang pemimpin. Dengan demikian, bahwra kekuasaan adalah paradoks antara kendah
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dan keterancaman—dan bahwa masa fransisi merupakan ujlan tertingas dart kebijakan
seoranzy pemdmpin Maka, disitulah hukum harus hadir, untuk menfaga manvah

kekuasaan acar tidak berakhir dalam terkaman kekuassan ths sendin

Hadirin vang saya hormati,

Pemilthan Umom Presiden Tahun 2024 dapat menjadt contoh mengapa masa
transist -itu begitn krusial-sehinoea pantas dicaiat sebasal warisan sejarah yang—
basaimanapun—terials berharga untuk dilupakan begitu saja. Bahkan, munglin patut kita
bersyukur, sebab kita diberi kesempatan untuk menjadisaksi langsuns atas begite banvak
“movasi politik” yang.entah hars kita Haciami atan kita khawatickan

Pada Pemilu 2024, demokrasi kita memang hidup—sansat hidup—bahkan
munekin. terlals  hidup hingga sulit dikendalikan PBetapa: menariknva -menvaksikan
bagaimana kekuasaan Presuden vang sevogianya bersiap memnesalkan panggung jusinyg
terlihat begitu akbf Munskin sangat akiif -Alih-alih menundunkkan kepala dalam elegansi
kenesarawanan, kita melthat—atay munimal mencium aroma kuat bahkan mungkin
ekstremnya adalah mencorigai—upaya pencitraan ferakhir vang begity mants dan
dramatis: Mizalnva. dinjuneg tanduk kekuasaan Presiden, ada semacam bantuan sosial
yang digelontorkan dengan semangat kebangsaan vang mendadsk memngkat- menjelang
hari pemmungutan suara Posisi-posisistratezis dalam birokrasi seclah dipersiapkan dengan
penuh cinta, demi kesinambungan—atan barangkali, demi kenangan: Bahkan legislas:-
regulasi penting hadir secepat kilat

Atms apa vang terjadi.di Pemilu 2024 itu, sava mengaiak para hadirin untuk jojur:
bahwa hal ini bukan semata kesalahan personal Ini adalah akibat dan sistem vane terlaly
ionggar, terlaty permisif, dan terlalu percava bahwa kelnasaan it bisa tghu diri Faktanya,
kekuasaan tdak selalu tahu kapan harus berhenti Karena ihs, Kita membuotuhkan Undang-
Undang Lembaga Kepresidenan Bulan tntukmembatasi orang terientu, telapi nntak
menvelamatkan kita seoma dart godaan kekuasasn vang tidak mengenaljeda dan lelah

Hukom bnkan semata kumpuolannoroa, tetapi fondasi stk vang membingkai batas
dan martabat kekuasaan Ketika bingkai ita kabur atau terlalu lentur, vang jatub bukan
hanvaintegritac kekuzcaan, Eiapl juga kepercayaan publikvang selama ini oienopanoniva.
Karena thy, jiks bangesa ind sungguh ingin disebut sebagai bangsa besar —bukan sekadar
karend wilavah vang liac atau jumlah rakyat vang banvak —maka sudah cazinya Kita
menstz ulang sistem kekiazian eksekutf dengan kerangkia hulum vang tegas namun
adil Agar Presiden sebagai pemimpin tertinggi tahu bagaimana datang dengan martabat,

dan juga taha caranyva ?E;gi ctengan terhormat
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Indopesis hingsa kinl belum memiliki undanz-undang veng secara kEhusus
mengatur lembaga kepresidenan secara menyeluruh—mulai dard strukiur pembanty
Presiden, relasi dencan Wakil Presiden, hinzoa mekanisme fransisi: kekuasaan
Kekosongan i membuka celah bagi prakiik keluasaan fanps batas etk dan prosedur
hukum yans pasit

Sementars itu, banvak negara telah-lebih dulis memilils rambu-hukum yane jelas
dalam T'ndang Undang Lembaga Kepresidenan® (1) Amerika Serikat memilila Elecforal
Cownt Beforme and Pressdential Tronsifton Imprevemant Ack (2027, (2) Eorea Selatan densan
Presidepzital Transion Ac (2003}, (3) Filiping densan Republhic Aa No. 181 1947, (4
Smgapure dengan Prasidatimal Elections Aot (1921}, dan {3) Argenting dengan  Prestdencal
Acevhaly Aot (2003), (8) Zimbabiwe dengan Presideniial Powers Act (1888), (7) Ghana densan
Presidential Offics Aot [1993), (8) Irlandia dengan Tiw Presidential Tsigblishment sick (1938)
dan (9} -India dengan The President. Discharge of Funcaons Act (1989) dan (10) Erﬂmgkﬂ
dengan Prestdeniial Ederiton 3ot (1981),

Kekuasaan yang Hdak diatur akan belajar mengatur dirinva sendiri, maka disttulah
ia memnjadi berbahaya Undang-T'ndang Lembaza Kepresidenan bukan soal teknis
kelembagsan semata In: soa! -menyelamatian Republik dar bentuk mutakhir nec-
auigcraiic presidenialism — pemernintahan vang demokratis secara prosedural. {etapt otoriter
dalam praktiknva: lika i tdak segera distur, make jangan salahkan apabia kelak
keluasasn menjadi “holuam” it sendin

Datam pengamatan sava pasca pemilu presiden dan wakil presiden 2024. =ava
sependapat Mirza Satria Buana dalam “Ferbandingan Hukam Tata MNegara, Filsafat, Teori
dan Praklik”, bahwa pemerintahan preszdensial ielah meminiam praktik konsosiasionat
demaokrast (consooafional demorracy) dalam fradisi parlementer dengan melakukan
pendekatan kepada koalisi oposisi guna melangeengkan agenda politik pemerintahan,
dinamiks sistem presidensial mi disebutl sehasgai parhamenianzsd presidentiaiism. Tralam
prakiik hal tersebut berbahava dalam bingkai presidensial karsna berpotensi mencipiakan
transachional eadershnp vang destruktf bagi umbuh kembang demokrasi Pemerintah lebih
memilih menciptakan "harmont’ dengan opisisi keimbang merawat bradisi oposizsi Pada
jangka panjang praktik ini juga berbahava bagl prinsip negara hukum (ruk of law). Karena
produk hukaem vang dilasilkan lewat harmonicasi kepentingan antara elit pengwdcs kerap
bertentangan dengan aspiraci rakvat  Dalam konteks ini demokrasi kehilangan

kzberma.‘lf_naa.ﬂnﬁ'a araun kerap dicebut .:fsm.:l.':r.i;:y wirthout ruiz r.r.‘ Lo, Pem:apaiaﬂ harmomni
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antar elit peolitik dianggap lebih penting, keﬁmbar.g investasi membangun sistem
demokrasi vang sehat dan bertanggunsiawab.

Oleh karena it npegara membutuhkan Undang-Undans T.embaza Kepresidenan
bukan sebagai hiasan normahf, tetapi sebacai pagar etk dan arsitekbur hukom wntek
menjamin kekuasaan tetap rasional, ferbatas, dan bertangsounsiawab. Sebab Negara mm

adalah negara hukum dan bukan nepgara kekuasaan.

IV, MATERIPORKOK UNDANG-UNDANGITEMBAGA KEPRESIDENAN

Bapak RBektor, undangan, dan hadirin yang saya hormati,

Dalam teon pembentukan peraturan perundane-undansan, sedap undans-undans
yang baik harus disusun berdasarkan landasan filosafis, vurtdis, dan soswologis vangjelas
Filosofinya: bahwa kekuasaan; betapapun kuamva legibimasi elekforal, tetap harus
dibingkai oleh hukum agar berjalan dalam koridor etika konstitusi. Secara yuridis: bahwa
belum adanva wndang-ondane khusus wvang mengatur lembaga kepressdenan
menunjukkan adanva kekosongan norma vane harus sezera dus: demi kepastian dan tertib
hukyum dalam sistem pemerintahan presidensial Sedangkan secara sostologis; bahwa
selama i kekosongan hukum mengenai fata kelola lembaza kepresidenan telah
menimbirlkan prakiftk ketatanegaraan yvang lentur, tak jarans melampam baias konstitus:

Maka dar 1o, sebelum kita bicara materi pokole kita harus zepakat bahwea
demokrasi bukan sekadar meravakan hasil pemilu, tetapi tentang bagaimansa kekuasaan
it diatur, dibatacs, dan dipertangguneawabkan secara sah dan bermartabat

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, kita telah melithat bagaimana kekuasaan
ekceknisf bica menjelma menjadi “berhala konstitusional” —diagungkan ketika berlorasa,
tapi dikatuk sast turun takhta Hal int dipengarnhi pendekatan peikologi polifik, Presiden
kerap tidak dimaknai sebagai “jabatan’ atau “kelembagaan” dalam konsepsi huboim,
teiap dipermonifikasi sebagal pemimpm atan bapak bangsa. Sistem Presidensial dengan
praktik personalizasi kekuasaan terhadap presiden, dapat menjuras pada koltus individa
vang dapat melahirkan karakter pemerintalian ctoriter, fenomena ind disebut ssbagai
presidencgiisme. Presiden dalam loonteks ketatanegaraan miodern, haruslah semata

dimalnai sebagai “jabatan” atau "kelembagaan”, bukan sebagal person. Sehingza denzan

18 Mirza Satria Buena, Perbandingan Hukum Tats Nsgara, Filsafit, Teort dan Praktik (Jakarta:
Sinar Grafika, 7033) hlm 152153
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demikizn presiden secara kelembagaan retﬁp selalu dapat diminia perfangsunsjawaban
sebagai the main adminisiraiion di suatu negara demokrasi.®

Sehingea, lembaga kepresidenan yane jika tidak diator secarz tegas dan dibatasi,
berpotensi menciptakan ruans kosong dalam sistem demokrasi. Tanpa batasan yang jelas,
kekuasaan Hdak hanya berisiko ferkonsentrasi; tefapi juse kehilangan kentrol, arah, dan
akuntabilitas —cebuah situa<i yang dalam-sejarah demokras: kerap menjadi pintu masuk
munculnya oforitaranisme dan penvalaheunsan kekuasaan (gbuse of poogt],

Sehingez Undang-Undans Lembasa HKepresidenan yang hendak disusun harus
memuat secara terang, fegas; dan terstrulcttur, apa vans selama mi dibiarkan mensambang
di ruane kosong demokras T¥ similah kite menyusun "kerancka sistem presidensialisme

Indonesia”; dengan pokok-pokok mater: muatan, antara [am-

Pertama, Strukiur Lembaga Kepresidenan

Dalam sistem-presidensial, Presiden Hdak sekadar memasnkan peran sebaga chisf
execuitvs (kepala pemeriniohan), telapi juga s=bagar kead of suate (kepala nezaral, Oleh
karena itu dalam Undang Undang Lembaga Kepresidenan tersebut perlu diatur dan
ditegaskan mengenal pemisahan kewenangan presiden sebagan kepala pemernntshan dan
presuden sebagar kepala negara, Mengmegat UTTD 1845 baik sebelum maupun sesudah
Perubshan, Hdak membertkan perbedaan secara tegas, mana kewenangan presiden

sebagai kepalas pemerintahan dan mana kewenangan presiden sebagai kepala negara.

Hadirin yvang saya muliakan.

Seorang pemimpin, apalagi Presiden, tidak boleh memilik: cacat morat manpun
integritas. Dalam bahasa Prancis dikenal istitah noblesse shiige— kehormatan vang datang
dengan fanggungiawab:. Semalkdin tingei kemuliaan seseorang (Hobiliiy), maka semakin
besar pula kewanban danbeban Enggungiawab vang harus ia plioal

Hal ini sejalan dengan sistem presidensial yang menempatkan Presiden pada
kedodukan vans sangat kuat Seperti dinratkan oleh Mahiud MUY, inti sistem presidensiat
terletak pada pemusatan kekuasaan eksekutif pada Presiden vang Hidak bertangsungjawab

kepada pau’lemen. dan Ffesiuien 5-E}iaja.-.' de-ngan p-iﬂa:nen.

% Mlirza Satria Buana, Ferbandresan Hukum Tata Negara, Filsafai, Teen dan Frakitk; (Jakarta:
Sinar Grafiks, 2003) him 133

2 Moh. Mahfud MD, Dasar dan Strukiur Estafaneonragan Indonesta; (Jakarta- Rineka Cipta,
2001 yhim 74
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Sistem presi&etﬂial yang ideal mensyaratkan struktur pan&ukung sheekulif vang
transparan, profesional. dan tunduk pada prinsip lesalitas: Maka, Undang-Undang
Lembaga Kepresidenan harus memuat pencatoran struktur kelembagaan eksekutit secara
eksplisit dan rigid Misalkan, pare menteri harus ditegaskan bahwa hanye membanty
Presiden, btukan mitra politik Wakil Presiden pun secarz komstitusional diposisilean
sehagat: bagcian dan entitas ekecekuhif tuneeal (lembase kepresidenan), bukan organ
independen.

Perubahan UTT} 1945 pasca reformasi memans telah menanda: pergeseran penting
dalam sistem kefatanegarsan Indonesia, erutama dalam memperkuat posisi DPE sebazar
lembaga lepislatif yang melakukan pensawasan atas Presiden MNamun, pensuatan itu
belum menyentuh secara memada: strukiur lembasa-lembaga di sekitar Presiden yang
tumbuh diluar tels konstibust Maks, fenomena im sebagal “pertumbuhan lembaga ekstra-
konsfitusiomal”, vakni lembaga-lembags yang berada dalam wilavah kekuasasn Fresiden
tetapt idak tunduk pada mekantsme hukum vang risid Sehingos, dapatdikstakan bahwa
struktur Lembaga Kepresidenan hart it dibangun lebih atas dasar kebutuhan politik
daripada desain konstitusonal yang taat asas hukom.

Maks dartitu, penataan strukiur Lembaga Kepresudenan melalui Undang-Undang
Lembaza Kepresidenan bukan semata wrosan adminiciratif, feiapi  merupakan
kenizcavaan konstitusional dan prasyarat megara hukum modesn (modern rude of law stady)
Dalam dokdrin hmaded gosernment, keknasaan yang besar harns ditata, dibatasi. dan
dipertangeungiawahian secara hulorm. Jika tidak, maka kekuasaan akan mencari jalannya
sendiri. membentuk instrimen-insiromen kekuasaan yang luput dari mekanisme ciechs

anid halances.

Kedua, Kewsnangan Aiributif Wakil Presiden
Hadirin vang saya hormati,

Wakil Presiden kerap kali tamapil sebagal simbol harmonisast pobitik: dalam
kontestas: elektoral, naraun tereduksi menjadi fignr marjingl dalam praktik tata kelola
pemerintahian. Padahal. dani sudut pandang konstitusi, Wakil Fresiden meripakan pejabat
negars vang dipilin langenng oleh rakyat dalam tam paket clektoral bersama Preciden.
Pozini fhi bukan pelenpkap, melainkan organ konstitucional vang teharusnya memiliki
kedudiakan dan kewenangan vans mandiri

Sstiap jabatan megara scbagal subjek hukum publik sehearusara memiliki
keweanangan vangjelac dan tegac diatur dzlam peraturan pernndanz-undangan, termasuk

jebatan Wakil Presiden. Dengan memiliki tugas dan keswwenangan vang jelas. baik secara
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atributif, delegatif maupun mandat, maka akan memperjelas pertanggungiawaban Wakil
Presiden baik secara polittk maupun yuridis.

Tugas Wakil Presiden sebelum perubahan TUD 1945 diatur dalam Pasal 4 ayvat (2]
UMD 1945 "TDralam melaksanakan kewajibannya Presiden dibantu aleh zatu orang wakil
presiden”. Namunsetelah Perubahan T 1945, Pasal 4 ayat(?) tersebut hdak mengalam
perubahan, setidaknya ada tica posis:t normatif Wakil Presiden: Periama, Wakil Presiden
sebagai organ negara konstitusional Bahwa menurut Pasal 4 avai (2) dan Pasal 04 ayat {1}
UMD 2945, Wakil Presiden merupakan basdan dari lembaca kepresidenan yang dipilih
lang=ung rakyat Mdaka, 12 adalah subjek hukom mandicd, vang perlu memalik
kewenangan telap tanpa perlu “diberi tugas™ terlebih dahulu oleh Presiden - Bedug, Wakil
Presiden dalam fungsi pemerintahan dan kenegaraan: Arfinya bahwa sebazgai co-hend of
ropsrnmeni sekalisus co-lead of stafe, Wakil Fresiden harus dilibatkan dalam urusan
pemermmtahan sehari-har, ftermasuk memimpin azenda psmerint@han, memadi
penghubune antar kementerian, mengevaluas: pelaksanaan kebijakan strategis nasional
dan mewak:li Presiden dalam forum miernasional Kemudian vane kefiga, Wakil Presiden
sebagat Pengeganti Presiden Talam Pasal § avaet (1) TUD 1945 memberikan dasar bahwa
jika Fresiden mangkat, berhentt, diberkentikan, atau bdak dapatmelakukan kewajibannya
dalam masa jabatannya, 1a dizantikan oleh WWakil Fresiden sampat habis masa jabatannva:

Berdasarkan tiga posisi atau peran dars Wakid Fresiden d Indonesia berdasarkan
ULUE) 1945 tersebnt, pensainran pelimpahan kewenangannva sabefulnya kental dengan
cifat yang delegatif dan mandat, artinyva ditentukan oleh Keputusan Prestden Hal ini idak
sehat secara prinsip konstitusional, sebab Wakil Preciden semestinya memiliki: porst
keluasasn yang mandir sebagai organ konshusional

Datam hal ini, Undang-Undang Iembaga Kepresidenan perin mensyusun formuia
alribust kewenangan vang kuat bagi Wakil Presiden Tralam hukim tata negara, prinsip
airibust adalsh dasar pembagian kewenangan vang sah dan melekat pada jabatan
Sebazsaimana ditegaskan oleh |G Brouwer! kewenangan atribust adalah kewenangan
vang langsung dibertkan cleh undang-undang atau konstitusi; bukan hasil pendslegasian
atan pemberian dari organ lain Maka, ketergantunigan Wakil Presiden pada mandat
Presiden saatind merupakan “cacat desain sistemik’” dalam sistem presidensial Indonesia:

Sehingga penting dalam muatan Undang-Undang Lembage Kepresidenan adanva

petijabaran lebih lanjut dari ketentuan Pasal 4 avat (2) TUD NEI Talun 1945, vang di

2 TG Browwer dan Schilder, & Sursey of Duich cdmmustrafioes Taw, (Ars Aegoi- b,
Nijmegen. 1995) him: 16 - 17
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dalamniva antara lain, memust antara pemberian kewenangan kepada Wakil Presiden
secara abributf, dan adanvd pelimpahan kewenangan secara delegatif ataupun mandat
kepada Wakil Presiden dalam rancka memperkuat Sistem Pemerintahan Presidensial di

Indonesia.

Ketiga, Hubungan Lembaga Presiden dengan Lembaga Negara Lain
Hadirin vang sava muliakan,

Salah safu karakter mendasar sisiem pemerintahan presidensial adalah adanya
pemizahan kekuasaan (separohon. of powowrs) yansg tidak absolot, melainksn diseria
mekanisme pengawasan secara berkesimbanoan (chacks and balansss),

Pengaturan relasi Presiden dengan Iembags negara lain dalam Undang-Undans
Lembaza Kepresidenan adalah sebuah kemscavaan konstitusional Tanpa pengaturan
yang tegas, keluasaan Presiden berpolensi membesar. memilila kelnasaan yang “gemuk”
bahkan bisa melebihi batas konstitusional, terntama ketika lembaga-lembaza lain gazal
menjalankan fungsi penvermbane secara efekif Kita menvaksikan bagaimana dalam
beberapa periode, Presiden dapat secara leluasa membentuk tim ad-hoo, kantor komunikas:
kepresidenan, dewan ekonomi nasional, sekretaris kabinet, penasihat khusus, staf khusus
dan uiusan ¥husus, stan memanfaatkan sumber daya negara dalam spekirum politik
elektoral —karena odak adanorma telons yang membatasi relasi kekuasaan secara formal

Sebaliknva, dengan adanva pengatnran relasi kelembagaan datam undang-undang,
setidatnya ada empat manfaat pentine yvang bisa dicapar 1) Memperjelas ruang lingkap
wWewenang masing-masing lembasa agar tidak terjadi tumpang findih atan saling
intervensi; 1) Meorastikan adanva saluran resmi dan prossdural dalam komunitkasi dan
pengambilan keputusan lintas lembaga: 3) Meningkatkan akuntabilitas kelembagaan,
karena mekanisme kontrol dan pertangsungjawaban -menjadi berbasis hukom, bukan
semata konvensi politik; 4) Menghidupkan kembali roh checks and balances, agar demolkrasi

kita tidak hanva prosedural, tapi substantif,
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Hadirin vang sava hormati,

Aﬁ.;ipu.n lembaza negara yang sccara khusus perdu diatur relasinya dengan

Presiden, mencakup:

L

o

Lt

L

Hubunzan dengan Dewan Perwakilan Rakyat {DFR)

Mengatur terutama kattannva dengan Mekanisme kerja sama dalam pembentukan
U1l dan R indsiatif Presiden; Batasan alasan pembentukan Perppu dan prossdir
konfirmas: ke DFPR, dan Tats cara penyampaian keteranpgan Presiden, mekanisme
hak mterpelas:, halcancket, dan hak menyatakan pendapat

Hubunzan dengan Majelis Permusyawaratan Ralcrat (MPR)

Mengatur terutama kaitannya densan: Peran MPR dalam proses pelantikan
Presiden dan VWakil Presiden, proses pemakzunlan Presiden danfatan Wakil
FPrezider; Protoke! kenegaraan antara Presiden dan MPR dalam hal penyampaian
laporan fahunan, dan Tata hubungan dalam hal perubahan keonstibwsi yang
berdampak pada lembaga kepresidenan.

Hubungan dengan Dewan Perwakilan Daerah (DFD)

Mengatur terufama kattannva dengan: Prossdur kensultas: Fresiden dengan DFE
dalam perumusan-kebitakan fiskal dan otonom: daerah dan pelibatan DFD dalam
evaluas: peraturan pemeriniah yang berdampak pada kepentingan daerah
Hubungan dengan Mahkamah Agung (MA)

Mengatur  teruiama  kaifannya | dengan  Kewaiban  Presiden  untuk
memperiimbangkan nacihat MA dalam pemberian grasi dan rehabilitasi; Prosedur
peninjanan kembali peraturan vang dikehiarkan FPreciden oleh MA, dan Tata
hubungan konsuliatif dalam penanganan pelaksanaan putesan pengadiian.
Hubungan dengan Mahkamah Konstitus: (MVE)

Mengatur terufama kastannva: dengan: Tata cara pengaiuan keterangan terbulis
Presiden dalam judica] resnes; Batas wakbo Presiden merespons putusan ME rang
menvaiakan inkonstitusiopalités snate Undang Undang (U] -dan Prosedur

Presiden dalam mengajukan calon hakim ME
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Keempat, Mekanisme Pemakzulan Presiden dan/atan Wakil Presiden
Hadirin vang sava muliakamn,

Ketike kita berbicara tentans mekanisme pemakbizulan Presiden dan/atau VWakil
Presiden dalam kerancka sistemn kefatanegaraan Indonesia, maka sesunsouhnva kita
sedanc mengoalt fondasi konstifuwsicmal tertingei yans menyentuh anbt dan relas
kekuasaan dan batas moral kepemimpinan dalam negara hukum yvang demokratis,

Sshingee di sinilah saya ingin menvampaikan satn kegelisahan akademik unfuk
melakukan revist konsepiual dan normatif terhadap tata cara pemakrulan Presiden
dan/atau Wakil Presiden, sebasaimana diatur dalam Pasal 74 dan 7B Undans-T'ndans
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kita tahu, bahwa Pasal VA menvebutkan alasan pemakzulan Presiden dan/atau
Wakil Presiden antara lamn apabils-ia terbuks melakukan pelanggaran hukem seperti
pengkhianatan techadap negara, korupss; peavuapan, tndak pidana berat lainnva, atau
perbuaian fyroela. Maka iminkan sava bertanva - bagaimana konsiitus: kita, yang seharusnva
menjadi Gang penegak kepastian hukum, justro memuat frasa vang kabur, multitafsir, dan
sangat rentan dimantpulasi untuk kepentingan politik janska pendel” Norma “perbiatan
tercela” adalah sebuah oggus morms: (Bahesa Ingeris) giau cage norpen (Bahasa Belanda) —
norma samar, ta-absirak, dan tdak memenuln asas kepashan hukum ( legal cerdmniy
princgls) yang memadi cinl khas negara hukom demokratis Bukankash keadilan i,
setidab~-tidaknya, menuntut kejelasan bukum sgar idak memadi alat untuk menjatiuhican
lawan atan reelindunei kawan

Meskipun proses pemakzulan Presiden telah diatur secara normatif dziam Pasal TA
dan 7B, seriz didukeng oleh Pasal M4C avat (1) dan (1) UUD 1845 vang memberikan
Adahkamah Konstitusi (ME) kewenangan mencuji Pendapat DFR -mengenat dugasn
pelangearan hukim vang -dilakukan oleh Presiden, -mekanicme tersebut belum
mencerminkan sustu sistem huluwm yang substantif dan berkarakter negara hukom
demokrafis: Prosedumva tampak mezah, tetapi kedalaman subsfansi hukummnva masih
lemah dan rentan terhadap dominasi kepentingan politiic

Pesizi MK dalam Fazal TB-sesungguhnva hanva diletakdcan sebagal "mekanismea
antara” (imfzrmadiary mechionzm ), bukan sebagai pemutus akhir (fincl arbtier). Futusannva
sebatss menvatakan benar atau Hdaknva dugaan pelangzaran hukum Presiden, namun
tidak langsung berdampak pada status jebatan Presiden Kepuhisan akhir tetap berada
pada Sidang Paripdrna MPR vang bersifat politic. karena dilakikan melalui pemungntan
suara mavoritas. Dengan demikian, supremasi hukum dalam praktiknva dikalahkan oleh

mp:emasi paliﬁk
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Hal ind mengandung implilcas: seius terhadap prinsip negara hukum demokratis,
Ketika ME tidak diberi posisi ssbagail penjaga konstitust dalam artl yang utuh, maka
seluruh proses pemakzolan kehilansan parameter atau alat ukurnya. Tidak ada klasifikasi
pelangsaran vang terukur, Hdak ada standar etik jabatan Presiden yang konkret, dan tidak
ada tata kelola akuntabilitas keluasaan eksekubf vang bisa dijadikan rujukan objekiif
Akibainya, jalur konsbitusional yane tersedia hanya menjadi miug! formalisiok, anpa
kepastian hukum dan keadilan substantf

Sehinges dalam sistem yane seperii ini, pemakzulan Presiden tidak benar-benar
ditentukan oleh aspek yuridis. melainkan oleh konfigpurasi polifk di MPR. Bahkan,
Presiden vang dinvatakan bersaleh oleh Mahkamah Fonstitusi: ates tindakan
menskhianati nesara, korups:, atau perbuatan tercela, masih dapatlolos dari pemakzulan

apabiia ndalcmencapsal snara mayoriias dalam MPER. Immerupakan anomali dalam sisiem

presudensial yang sehat dan stabil

Hadirin yang sava hormati,

Meh karema ity dalam kesempatan mi, izmkan saya menyampaikan bahwa
diperlukan redesain mekanisme pemakzulan Presiden vang lebih menekankan joedicial
supremecy , dengan langkah-langkah sebazar bertkub
L Reposisi Mahkamah Konstitnsi sebagai peradilan tmpeachment: Mahkamah

Konstitusi sebaiknya menjadi lembaga yang memuohiskan akhir pemakzolan

Presiden, bukan sekadar memberikan pendapat hubum Ini selaras dengan prinsip

mderenizni and imparia] uidioary: Sehingga Mahkamah Keonstitns] berperan sebagat

lembaga peradilan konstitusional vang memberikan putusan akhir perkara
pemakzulan, bukan sekadar memberikan fativa atas Pendapat DR

2 Pemisahan peran legislatif dan peradilan: Agar tidak tenadi tumpang tindih antara
fungsi legisiatit dan yudikatif, periu dipisahkan antars pengusul. peountut dan
pemutus dalam proses pemakzntan Perfoma, DPR dan/ atan DPD berpesan sebagat
pengusul T mana DER Ri dapat mengusulkan pemakzulan dalam Sidang

Pariptrna vang dihaditi eleh sekurang-kurangnyva = jumbiah angzots, dan disehijui

cleh sckursng-kurangniva 3% dasi anggota vang hadir. DPD Rl juga dapat

mengusulkan Ral vang sama dengan kdorum vang identik: 3% kehadiran dan 35

persstojuan Fedus, Forum MPR (gabungan DPR dan DPD) berbindak sebagai

penuntut (fmpescher). vang mengajukan dalowvaan kepada Presiden berdasarkan
wsulan dari DPR/DPD. DM mana sidang Pardpurna MPR hards-dihadiri oleh 32 dari
total ‘anggota DFR dan DPD, serts persebujuan dari 72 anggofa vang hadir unfuk
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melanjutkan ke tahap peradifan Dalam forum ini, Presiden diberi ruang unkuk
memberikan pembelaan, menyvampaikan keterangan, atau menyanggah tuduhan
secara langsuns Kemudian, apsbila memenuhi svarat tersebuf, MFPR
menyampaikan permintaan resmi kepada Mahkamah Heonstitusi (ME) untuk
mengadili dan memutus perkara pemakzulan tersebut .

Redesain ini diadopsi-dari prakiik negara lain, seperti Korea Selatan dan jerman, di
mana Mahkamah Konstitusi (MK) masing-masing negara menrad: pemmutus akhir dalam
pemakzulan, dan putusannya bersifat final dan meneikat (final and mndies decgsion), Hal
ini merupakan jaminan periindungan baoy stabilitas pemenintahan sekalipus bentuk
konkret supremas: nikum atas kekuassan politik Dencan begitu, kepntonsan pemakzulan
Presiden benar-benar bersumber darnt proses hukum, bukan sekadar hasil kallkulas: politik
mavoritas:

Selanjuinya. redesain-mekanisme pemberhentian presiden tm dapat dikukuhian
melalnir Pembentukan Undang-Undang l.embaga Kepresidenan vang amfara lain
mengatur: Kode etk jabatan Presiden dan Walkil Presiden; Jerus pelancsaran yang dapat
dimakrulkan; Mekan:sme mvestizasi oleh BPR dan/aten DFD; Tata kelola dan wakiy

proses pemakzulan dan relas: dengan lembaga penegak hukam

Eelima. Masa Transisi Keknasaan Presiden
Bapak Rektor. undangan, dan hadirin yang sava hormati,

Dalam diskursus hukurm tata negara, masa transisi kekuasaan atau frapmsihion of
gxdeuiive potier merupalian periode penting vang secara teoribik membutahkan pengaturan
hukonm vang tegas, mengingat pada fase ind terdapat ketidakecimbansan antard kekuasaan
vang ‘secara foemal dimilils oleh ocuigeng premdent dengan terbatasnva kswenangan
presigent-eledtzd (presiden terpilihl T dalam sistem presidensial sepert Indonesia, transist
kelkuasaan Hidak secara otomatis membatasi rusne gersk Presiden vang sedang menjabat,
mezkipun sécara politik mandainya sudah berpindsh ke Presiden terpilih

Sccara doktrinal, t2ori separation of powers vang dikenukakan oleh Montesquien™
dalam The Smirdt of Laws menyebutkan bahsva Bekuassan harus dibatasi bukan hanya

melalui pemizshan fungsi, tetapi jugs melaiui pembatdsan temporal Konsep ind kemudian

2 Charles-Lowis de Secondat, Barony de T.a Brede et de Moniesquiew, The Seorel of Laws,
trans Thomas Nugent. revised by |V, Prichard (London: G. Bell & Sons, 1914), Book 1T,
Chapter 2Bab 6 102-103 diakees melalut hitps:/ classicliberal tripod com / montesquiey,
pada 20 Fuli 2025

31 Ureessi Fembentuisy UndanzUndens Lembaza Keprasidensn



dikemba.ﬂg}:.an dalam kerangka negars hukum modern yans menskanksn checks and
Balances secars fungsional dan prosedural. termasuk pada fasefase  transisional
pemerintahan.

Negara-negara yang matang secara hukom {elah belajar dari sejarah bahwa transisi
kekuasaan bukan sekadar prosedur teknis, melainkan momen kriftis dalam menjaza
martabat Eepublik. Th Amerika Serikat, micalnya, pengaturan masa fransisi distur secara
ekeplisit dalam Presidenizal Transition Act Undang-undang ini mewaiibkan pembentukan
bim transisi resmi sejak jfauhsebelum pemilu digelar, zeria membatasi ruang serak Presiden
petahana wntuk Hdak menscunakan -masa akhir jabalannya sebagai momen
mensamankan kepentingan politik pribad: Bahkan, akses informast dibatasi dan diawasi
secara ketat dalam proses transisi.

Dalam konteks Indonesia, tidak terdapat pensaturan eksplisit dalam UTD 1845
maupun perafuran perundang-undansan mengens: pembatasan kewenangan Presiden
pada masa transisi kekuasaan. Padahal. Masa transisi kelcuasaan presiden adalah fase Joritis
dan rewan dalam sistem demokratis, Dalam tahap mi, presiden vang akan keluar masih
memiliks jeekussaan penuh, mamun lesitimas: politknva sudah melemah, sementara
institus: peneawasan cenderung kourane gkiif Sejumlah:-nsiko -nyvata—sepsri mudnight
aprotnimsnis=, muinight seeulanions*, dan tindakan konfroversial lammnya—s=sering muncul
dalam periode i, menunjukkan bahwa ekseiutif dapat melakukan lanskah tdak
akuntabel jika tidak diimbanei oleh pengawasan konstitusional vang kuat™=

Sehingea datam Undang-TUndang Lembaga Kepresidenan perlu diatur secara tegas
tarangan terhadap beberapa tindakan strategis Presiden pada masa transisi kebuazaan,
larangan i mencakup seperti hndakan-tindakan pembuasian kebfjakan strategis,
penerhitan Perppn, indakan mengnningkan pecerta pemil tertentn, serta pengangkatan

atan murlast pe;abat NECATE

= rudnizht gppoinimsnis, secara harfiah dapat berarh penunjukan mentt-menit terakhir gleh
presuien yang akan lengser untuk-meneisi tabatan strategis dengan loyalisnya sebelum
kekuessazn beralih

* pudmighi resulalions, secara harfiah dapat berarti penerbstan peraburan lergesa-gesa
menjelang perganiian-pemenniahan uniuk mengunci kebijakan lama atan mempersempit
ruang presiden berikutnya.

= Tack M. Beermamn, The Consttimiional Law of Presidentia] Transiirons, Novth Covoling Lamw
Rememr 84 (2000} 1253-128%; Evan P. Phair, The Lame Duck Pressdericyr A Cose-for Restromt on
SMidmight™ Achons During the-Transtiion Ferted, ACS, 2008
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Hadirin vang saya hormati.

Presiden dalam sistem presidensial pada dasarnya memiliki fived ferm mandafs vang
tdak dapat dikempromikan, Oleh karena ifu, Hindakan Presiden pada masa akhir jabatan
tidak bhaleh memilikd konsekuens: mensikat secara subsiantif terhadap masa jabatan
Presiden berikninya Pengambilan kebitakan sirategic, seperti penetapan Proyek Strategis
Nasional (PSIN) baru, penpesahan peraturan dengandmplikas: fiskal jangka panfans, afau
pergeseran arah pembangunan, akan mencptakan disharmoni inshitusional: seria
menggancon  prinsip pobcy disorefion yanz seharusnya menjads hak kenshibosional
pemerintahan barn. Dalam kerangka rule of law, tindakan ini juga melanesar prinsip po-
refroachimity dan destiimate sxpectation bag rakorat yans memilih Presiden bars untuk arah
kebifakan yang berbeda

Eh-sist lain, Perppu sebacat norma eksepsional diator dalam Fasal 22 T7UD 3945
bamun dalam Pufusan Mehkamal Eenstufusy No. 158/PLHT-VII/Z00F, telah ditegaskan bahwa
penerbitan TFerppu harus memenuhi Hga syarat adanva kebutuhan hukum: yang
mendesak, kekosongan hukum, dan #dak dapat diselesaikan melalui mekanisme legislas:
biasa: Dalam kenteks mass transis:, tidak ada argumen objekiil yang dapat dicunakan
untuk mengkiaim-keadsan force moenre secara konstttusional Oleh karena itu, penerhiian
Perppu: dalam masa transisi-merupakan bentuk penyimpangan techadap constriutional
thresholds dan-membuka ruang penvalahounaan kekuasaan (abuss of power), sebagaimana
diperingatkan dalam konsep comsrifuftons] dictziorshp®f, suatn sitvasi di mana: panouasa
memanfaathan pasai-pasal danirat dalam konstitast {misainya untuk menerbitkan aturan
septhak afaw mengambil Sndakan otoriter), bukan karens benar-benar ada keadaan
darurat; tetapi unbuk tuynan politikcatan mempertahankan keknasaan

Metralitas pejabat negara adalah bagian dari prinsipelchoral mfegriy, vang menjadi
elemen esensial dalam hiwral democratic systene. Undang-Unidang Pemiln telah menegasican
larangan pejabat negara wntnk berfindalk berpihak kepada peserta pemilun: namun
pengaiiran terhadap Presiden dalam konteks masa: transiss belum memilisd regulsiory
defm] yang memadai Sehingea pendistribusian bansos, pereumuman Program poplis
mendadak, cerla penggunaan fasilitas negars untitk membangun persepsi elektoral dapat
dikatakan sebagai bentuk peliftcal patronage vang mengancam keadilan pemilu (elecioral

farrmess) dan melanggar princip sguil polilical spporfuntty vang dijamin dalam Pasal 28D

2 Dalam: konsep consitiufional diciaiorskis, pemerintah berkuasa: lewat jalur dernokras:
[pemilu), mernjalankan pemerintahanan dengan cara-cara yang tidak demobratis (@illiqersi
demiporacy), tetapi mendapatkan justifikas: hukum yans bersifat formal-legalistilc Dikubip

dari Mirza Satria Buana, Perbandirean Hukum Toig Neeara, Fsafi, Teon dan Prakik,
(jakarta: Sinar Grafika, 2023} hlm 1158-110.
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UL 1945, Pengaturan larangan cksplisit dalam UU Lembaga Fepresidenan menjadi
keharusan untuk menfaga netralitas institusi kepresidenan dari “manipulasi elekioral”,

Kemudian, dalam masa transisy, Presiden masih berywenans dalam hal admmistrasi
pemerintahan Hal it memunskinkan digunakannya kewenangan admmistratif antuk
mencamankan Kepentinean politik pasca-keluasaan melalui reorganisasi birokrasi
Praktik int secara. teoritik mencanduns potensi penyimpanzsan Ferfapo, indakan mutas:
dalam konteks transisi dapat dimanfaathan untuk membanoun loyalitas politik yanz tidak
netral terhadap pemerintahan bertkutnra. Hal ini menciptakan residu politik dalam tubuh
birokras:, vanz -seharusnya ‘bekerja wntuk negara, bukan wuntuk resime Eodug,
penganckatan pejabat stratezis diujung kekuasaan berisiko membentuk struktur birokras:
vang Hdak sinkron dengan mandat politik pemerintahan baru, sehinega menimbulkan
kondist institutional Iech-im—vakm pensuncian arah kebyakan oleh akbor lams yang tidak
akcuntabel terhadap pemenntahan vang sehcecara elekioral

Dalam perspekiil hukum administrasi negara, hal imi berientangan dengan prinsip
netralitas birokras: [Pureaucraiic  mewomlily) yang merupakan fondasi fata kelola
pemermtahan modern: Netralitas menuntut agar jabatan publik dits berdasarkan prinsip
meritokras: berhasts kualifikasy dan integntas, bukan afilia=si- politik (leh karena #hu,
proses.aruiast dan peneangkatan dalam masa transisi harus dipandang bukan sebaga: kak
prevogatf presiden, melainkan semata sebaga: elemen stratezis dart keberlanmutan sisiem
kenegaraan Maka =ecara sistematis, Hdak ada jushiftkas: normatif maupun konstitusionat
vang dapat membenarkan pembisran kewenangan mufast di tangan cuigmng president
selamta masa transist Ketika kepala daerah saja dibatasi kewenangannva dalam masa
Erancisi, oraka: terjadi inkonsistensi bila Presiden tidak dikenat pembatasan serupa:
Undang-Undang L.embaga Kepresidenan perlu mengabor secara tegas balrwa dalam masa
trancisi. Presiden dilarang -membuat kebijakan sirategts. penerbitan Perppu;: tindakan

menguntungkan peseria pemilu, serta pengangkatan atau mutasi pejahat negara.

Hadirin yvang saya muliakan.

Berdasarkan kesmpat arpumentisi tercebat; sava merskomendacikan agar dalam
Undang-Undang Lembaga Kepresidenan dimuat satu bab khusus mengenai "Fembataszan
Wewenang Presiden Pada Masa Transisi Kekuaszan™ vang -cecara elkoplisit mengatur
tarangan terhadap: 1) Pembuatan kebifakan strategis jangka panjang: 7) Penerbitan Perppu;
3) Pengambilan keputusan alau tndakan vang menguniungkan peseria pemilu: dan 4)

P mgaﬂgkataﬂ dan muatasi IJ‘-E'jE'lﬂ at negara stea tEgis.
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Lienata ulans Lembaga Kepresidenan melalui keransks undang-undang bukan
sekadar agenda legislatif dan langkah yang mudah, Riapi ikhtar peredaban. Sebab
kekuasaan, tanps pagar hukum yang memadai, gkan selaln cenderuns membesar,
menjelma ke dalam bentuk-bentuk yane tidak kita dusa Kekuasaan yang tidak diatur juga
akan belajar mengatur dirinya sendin, maka menyusun Undang-Undane lembaga
Hepresidenan berarhh merawat negara hukum yane demokratis dan memperkuat sisiem
presidensial, dengan memastikan setiap cabang kekuasaan bekerfa dalam koridor hukum,
bukan dalam ruang komprom kekuasaan Sshinges pembeniukan Undans-TTndans
Hepresudenan merupakan langkah nntuk memastikan bahwa kekuasaan dijalankan dalam
struktur vang jelas, dalam batas yang terukur, dan dalam semangat tangocunsiawab
konstitusional vang Hdak semata-mata lezal, tetap: juza moral

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah-An-Nisa avat 58; “Sesunesulmys Allah
manyurah kamu penyampakan amanal kepods yarg berhak menenimanya, dan apafils kamu
msnelapkan hukurr dignigra manusia, maka ielapkanloh demgam adil ™ Melalni tafsic Thny
Kalzr®—bahwa avat tersebut merupal landasan -moral dan bhukom bzgt para
pemegang kekuasaan agar bdak menvimpang dar: prinsip amanah dan keadilan Maka
dart iin, bagt kita, vang hidup dalam nesara demokras: konstitusional, avat sm adalah
pengingat bahwa jabatan bukaniah hak milik. melainksn hbpan atan amanah; dan hukem
bukan alat kekuasaan. melamkan jalan menum keadiltan Sebagal akedemtsi; ks memikul
tangeungjawab untitk memastikan bahwa negara dijalankan bukan hanya dalam kerangka

legalitas, tetapi dalam nilai-nilai keadilan dan amanah.

V. TANTANGAN BAGI PRESIDEN TFRABOWO MELAHIREAN UNDANG-
UNDANG KEPRESIDENAN SETELAH 80 TAHUN KEMERDEK A AN Indonesia

Bapak Rektor, undangan, dan hadirin yang saya hormati,

Menvambut delapan dekade kemerdekaan Indonesia Telah silth berganh presiden
di- Negara Kesatuan Repoblik' Indomesis Fresiden Seekarno memimpin perjuangan
mempertahankan kemerdekaan, membentuk Negara Kesatitan Republik Indonesia, dan
meletakkan dasar-dasar ideclogi cerla Konstitust Presiden Sochario melalut Fepelita dan

kebijalian swasembada pangan, beliad mendorong pertumbuihan ekonemi vang signifikan,

¥ Shalah ‘Abdul Fattah Al-Khalidi Mudak Tafsir Ibeu Ketsr Jilid 20 Shalnk, Sistematis.
Letiekar Pentahgiq: Dr. Shalah Abdul Fattah Al-Khalidi Peperjemah: Dir. Engkos Fosasih,

Le, A Ag, and others Editor: Ircham Abransyah, 55, and others  (Jakarta: Maghfirah
Pustaka, 2017) hlm 333
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meskipun divvarnai sentralisasi keluasasan vang kuat Presiden B.J Habibie; mendorong
pengembangan TEI{I‘I.DID;_E'.. membuks kebebasan pers, dan memulal reformasi politik
Presiden Abdurrahman VWahid, menjace stabilitas banosz di tengah transisi demokrasi,
mensuiamakan tolerans: dan kerukunan antar agama, suku, dan ras. Presiden Megawah
Soekarnoputn berhasil melaksanakan Pemilihan Umum lenosuns pertama hasd presiden
dan wakil presiden. Fresiden Susile Bambans Yudhoyono berhasil menjaza stabilitas
ekonomn nasional, peningkatan transparans:: dan penguatan tate kelola pemerintahan,
serta, Presiden Joko Widodo, berfokus pada pembansunan infrastrukior -dan
meningkatkan konektivitas anfara senira-senira ekonomi

Selama hampir 50 tehun Negara Kepublik ini berdir:, semua kelembazaan nesera
telah diatur melalni Undang-Undang, misalnva tentans kekuassan kehakiman diator
dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahwn 2009, Mahkamah Agung diatur denzan
Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 vang terakhir divbah dengan Undang-Tindang
Nomeor 3 Tahnn 3009, dan Mahkamah Konstitus: diatur dengan Undane-Undans Nomor
24 Tahun 2003 vang terakhir dinbah dengan Undang-Undans Nomor 7 Tahun 2028
Kemudian, Lembaga Perwakilan: MPR., BPR, TP} dan DFRD diatur dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2814 Sementara itn, Pembaniu Presiden setingkat Menter:
diatur dalam Undang-Undang Nomor 3% Tahun 2008 vang dmbah denean Undang-
Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentane Kemenienan Negara.

Namun, kita belum memiliki Undang-Undang vang secara: khusus mengatur
Lembags Kepresidenan secara utuh dan menvelurish lembaga kepresidenan sampat saat
ini, pengaturannya dibdarkan berserakan di berbagai peraturan perundang-undangan
FPadahal, Presiden adalah posat orbit keluasaan dalam sistem pemerintzhan Presiden
vang sekalisus merangkap sebagar kepala negara, kepala pemerintzhan, panglima
tertingod sampai pengendaii diplomasi.

Nampaknva hal int:lupnt dan perhatian kita. bahwa selamaini kita membahas soat
keluasaan presiden seakan-akan fa hanva urosan memilih orang, bukan urusan sistem
Kita terlaiu sibuk-membahas siapa presidennva; =iapi lupa bertanva: bagaimana sistem
presidensial vang hendak dirancang bangon?

Sebagai akadenysi, sava menvadari baliwa Hdak semua masalah hikum harus
diselesaikan dengan undang-undang Tapi ketika sebuah lembaga negara sebesar Presiden
tidak miemiliki peraturan spesifik feafang ofgan, struklur  pendukung, batss
fangounoiawah, dan relas antar-lembaga. maks vang terfaidi adalah celah kefuacaan.

Celah inilah vang kind berpotensimeclebar — Karena Presiden Prabowo berada dalam

posisi vang belum pérmah dizlamd presiden pasca-reformasi sebelummyva Fresiden
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Prabowo hadir dengan kekualan vang nyaris.absolut mayvoritas besar di parlemen: basis
sosial-maliter vang kuat, sokongan dan kekuatan skonomu besar, serta ketiadaan oposisi
yang efekiif secara inshitusional Sebazaimana dinvatakan oleh Lord Acton, "pemar fengds o
corrupi. sbsolute. power corrupt”, bahwa dekuasaan itn cendernng korup, dan kekuasaan

yang abzolut pasti korup.

Hadirin vang saya hormati,

Dalam kerangka Hukum Tata Negara, pembentukan undano-undans adalah
puncak dan proses demokrasi deliberatif’ Th sanalah kehendak rakyat dikristalizas:
menjadi norma. Montesguien menyatakan bahwa kekuasaan lezislatif merepresentasikan
kehendak rakyat, dan karena itu harns dijalankan oleh lembaga vang benar-benar berasal
dari-rakyat atan dipilih oleh ralkeyat **

Fenomena i1 mencerminkan hukum sebagaimana meshnva dengan hukom
sehagaimana adanva, Sermg kal: ¥ita mengedepankan nilai-nilal delibsratif, di mana
hukum dibavanekan sebaga hasil dan pertimbangan rasional, partisipas: bermakna, dan
landasan argumentasi vang sahih Namun dalam praktiknva, hukum lebih sering
merupakan hasil komprom: kepentingan politik, ketergesaan lesislasi, dan formalitas
prosedural vang menutup ruang kotik vane subsiantif

Sehinaza pada titik mnilah. kita haros berbentt menvederhanakan persoalan sebagai
sekadar jarak anfara teori dan prakbk Sebab persoslannya lebih datam: ketika hukom
fidak lagi dapat diwajudlan, t@Ept jusirn digsunakan unbik melavani kepentingan
kekuasaan. Banvak produk legislasi vang - dibentul uniiuk membunekos kepentingan elite,
bukan unbuk kepentingan-rakvat Inilah yane dicebut rule by law, bukan ruls of lsw. Kalau
kifa hanva belajar teori hukum tanpa membacanya dalam konteks politik; kita hanya jadi

teknokrat vang patuh pada sistem vang salah

Hadirin vang sayz hormati.
Sementars ito, hari ini kite menshadapd fenomena vang lebih cangeih dari sekadar

ruls by Jomw—ia disebut scbagai cutocratic legali=m™, Sebuah kondisi vang menunjuklkan

= Charles-Lowis de Secondat, Barony de T.a Brede et de Moniesquiew, The Seorel of Laws,
trans Thomas Nugent. revised by |V, Prichard (London: G. Bell & Sons, 1914), Book 1T,
Chapter 7Bab 6 102-103 diakees melalut hitps:/ (classicliberal tripod com / montesguien,
pada 20 Fuli 2025

“Adapun-karakfer khas dart guiocraiie fesalism, antara lain - (1) pemimpin yvang berknasa
Iewat jalur demokrasi procedural (pemilthan umum), densan pencitraan populis, dengan
janii politik melakukan perubahan besar. (i) secara perlahan melakukan kcoptasi (state
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bagaimana hukum fetap dibentuk melalwd prosedur demokratis, tapi substansinyva
dmﬁmpaﬁ oleh kekuasaan yang telah dibajak oleh elite polittk. Rancangan undang-
undang yang tampak legal justru memjads alat untuk menoolohkan dominasi kelompok
terteniu

Para sarana hukum, tahu betul bahwa dalam demokrasi modern, ancaman tidak
selalu datans dan kudets zenjata. Than ind vang menjadi catatan saya kepada Presiden
Prahowo dalam pembentukan Undans-1Uindans Lembags Kepresidenan Bahiwa ancaman
bagi demolcrasi, bisa datane dalam bentuk naskah akademik yvane disetujut cepat-cepat fa
datanz dalam bentuk rancangan wndanc-undanes vang disusun rapi, tapt antuk
melinoeenckan kekuasaan, bukan untuk membatasinya:

Undang-Undans Lembage Kepresidenan memans layak didukuns sebasai basian
darn penataan negara hukum demokratis dan pengnatan sistem presidensial Nammun, jika
melihat sekam jetak kualitas legislas: kita, kewaspadaan juza letap diperlukan: Sebkab
bukan Hdak mungkin andang-undane imt justru berakhir sebagai produk tawar-menawar
kepentingan anfara Presiden dan parlemen—alih-glih sebaga: pavung hukum yang
memperknat akuntabilitas kekuasaan eksekuii

% sinilah letak tanfangan terbesar basgi Presiden Prabowoe. Tantangannva bukan
sekadar memalankan sisiem: yang dowvarsskan, melankan memawab pertanyaan
mendasar: bersediakah belisn mengusullkan rancancan Undang-Undang Lembaza
Kepresidenan vang membatast dirinva sendiri” Bersediakah belian menjadi presiden vang
mengnsulkan undang-undang unuk - memastikan bahava tak ada presiden di masa
depan—iermasuk dirinva sendin—vang bisa memerintsh tanpa kendali konstituer dan
pndang-undanz? Semua itn hanva mungiin terwuiud fika proses legislasi idak dibajak
oieh slite politik, dan subsiansinya benar-benar berakar pada semangat konstitusi; bukan

“svahwat” kekuwasaan

capture | kepada beberapa lembaza siratesiz negara, baik vang berads langsune di bawah
eksskutf maupun terhadap Lembaza-lembaga mandin (independent), (1ii] memastikan
bahwa kelompoickelompok pendukune (loyalis) mendapatian jabatan vang strategiz di
Lembags-lembaga  sirategis negara, (iv) melakukan perubahan smpmifikan terhadap
beberapa undang undang vang strategis semisal undane Undang tentang HAM, anti
korupsi dan mekemsme masa jabatan hakim, dan (v) melakukan upavs sistematik untuk
mendelegiiimast kekuatan politik oposist-dh parlemen Dikutip dar Mirza Satra Buana,
Perbandimean Hukom Tola Megara Filsafuf Teen don Profnk (Jakarta: Singr Grafika, 2003)
him 139
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Hadirin vang sava muliakamn,

Eini, kita punya Presiden baru TFresiden Prabowo, Beliau hadir bukan hanya
dengan suara mayoritas, tetap: denpgan kekuatan yangs bahkan belum pernah dimilikid oleh
presiden sebelumnyva Mendapat dukunean mayoritas mutiak di DPR, memuilikd kekunatan
gosial. ekonoemt, dan militer, Sebuah konfisgnrasi kekuasaan vang jika tidak dibatas:. bhiza
berubah dari berkah menjadi bencana

Dan justra di sinilah tantancan ssjatinya bukan seberaps luas kekuasaan yang
dimilili, tetapi seberapa rela ta dibatas: oleh hukum - Apakah Presiden Prabowe bersedia
mencatatkan dirinya dalam sejarah, bukan sebapai pencuasa yang memperiuas
kekuasaannya, tap: sebacal negarawan sejall yang membatas: dirinva dencan konstitus:
dan undangs-undans?

Namun demikian, ndat tulus dar Presiden -Prabowe untuk mensaukan FUDT
Pembentukan Tembaza Presiden skan sulit terwujnd, apabila tidak disambut dengan
itikad taik oleh TFPK sebaga: pemegang kekussasn pembentuk Tadang-Uindang
Menzineat sstiap Rancangan Undane-Undang dibahas dan disetujut bersama oleh DFR
dan Presiden. selanminva Presiden mensesahkan Rancangan Undane-TUindang vang telah
disetujus bersama untuk menjadt Undane-Undans, demiksan.amanat ketentuan Pasal 20
ayat (1), (2) dan(4) UTD 1345

Eengan demikian, pembentukan Undang-Undang Tembaga Kepresidenan bukan
sekadar provek legislasinacional, tetapt merupaian janjt konstitusional Fresiden dan DFR
untuk masa depan Indonesia, bahwa kekuasaan, sebesar apa pun, Hdak akan permah lebih

agung dari Republik itu sendin

VL PENUIUP

Bapak Rektor, undangan, dan hadirin yang saya hormati,

Izinkanlah sava mengginakan kessmpatan im untuk menvampaikan terima kasih
kepada pthalcpihek vang telah membanin. dan terus mensrus membert duknngan,
schinges pada hari ind sava dapat dikukuhkan sebagal Guru Besar di bidang Hukum Tata
MNegara.

T_Tcapa_n terimaiasih cobesar-tetarnye pada ketempatan vang baik ini, cava

smpaﬂ{an keg:a:ia:

1 Yang terhormat Menteri Pendidikan Tingsi, Sains dan Teknologi (Kemerdikti

Saintek) Republik Indonesia atas kepercavasn untuk mengemban jabatan
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Garu Besar dengan Surat Keputsan Pengangkatan Nomor
2B62 /M/EPTEP /2015 terhitung mulasi tangzal 1 Juni 2025 dalam ranting
ilon / kepakaran Hukum Tate Necara;

Yang terhormat Keépale Lembaga Lavanan Pendidiken Tingor (LLDIETH

r.J

Wilayah VII Jawa Timur beserfa Staf vang telah memproses usulan jabatan
Garu Besar saye;

3. Yang terhormat Ketua dan anzeota Pencurus Yayasan Pergurnan 17 Asustus
1343 (YPTA) Surabave yang mengizinkan sava unfok mensajukan fabatan
Guru Besar;

4 Yang terhormat Rektor, Wakil Rektor, Ketua dan angoofa senat Akademik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya vang telah membern rekomendasi
penzaran atan pengusulan jabatan Gurn Besar ;

5: Yang terhormat Diekan, Kaprodi dan sslurnh dosen serta staf tendik Fakultas
Hulcum Umversiias 17 Agustus 1945 Surabava yvang saya bangoakan atas
kebersamaan dan dukungan pniuk pensusulan dan pensanckatan dalam
jabatan Guru Besar;

6: Yang terhormat Ketua dan seluruh staf BESDM Tniversitas 17 :Agustus 1845
“Surabava, atas bantuan dan dukungan dalam pengusulan Jabatan Guro Besar

=

Yang terhormat Ketua dan selurah siaf TPPM Universitas 17 Azustus 1845
Surabaya. atas bantwan, dorongan dan dulkungan dalam pengusulan jabatan
Gurn Besar,

3. Frof. Do 5itt Marwivah, 5H., M. H. =elaku rekan sejawat, cekalizus Rektor
Universitas Dr Soetemo Surabava, vang telah memberikan dulongan serfa
gxpart pudemant pada karva ilmiah sava yane menjadi bagian pexfing dalam

proses pengusulan (sbatan Gura Besar,

s

FProf. Dr. Bavu Dhwi-Angeone, SH., MH, selaky rekan sejawat. sekalious
sebagai Sekretaris Jenderal Penpgurns Pusat APHTN HAN dan Kepala Badan
Keahlian Sekretarist Jenderal DFR EI juge teizsh berkenan memberikan
dukunosn dan sxeet judement pads karva:ilmiah caya dalsoy ranglkaian
proses pengusulan Guru Besar

10.  BapakDr SyofvanHadi 5.H, M.H. Bapak Sultond Fikei, SIP.,. 5H., MH. dan
Dr. Tommy Michell, SH, MH selaku pariner dalam menulic buku maupun

jurnzl termaszuk jurnal vang digjukan scbagal svarat pengasulan Guru Besar;
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il D Sholehuddin Fatth STH,, MLH, ates bantuan dan peran aktf beliau dalam
mendukung pensrbitan jumal flmish ssbagal svarat pengusulan Gurn Besar
i

p it EEgEﬂ_ap Tim Kantor Hufron & Rubaie Law Firm, vang denpan caranya
masina-masing, doa dan kebersamaannya, menjadi kaman penting dalam

proses pencusulan sampai pensukuhan Guru Besar ind;

ek
L

Segenap pensurus Pusat dan Wilayah APHTIN-HAN Jawa Timur, vang telah
memberikan dukungan moral, mielelttual. dan akademik yang begitu berarh
dalam perjalanan kKarir akademik sayva. Melalui forum-forum ilmiah, diskus,
serta jejaring akademik yang terbangun, saya merasakan befapa pentingnya
kebersamaan dalam memperkuwat Kellmuan hitdoom tata negara dan hukum
admirgstrasi-di Indonesia;

14 Kepada Ketwa Ummum Ferhimpunan Advokat Indonesta [FERADI), Prof Tir
Oite Hastbuan, SH, MM, dan Ketua DPC FERADT) Surabava, Bapak
Hanyante, SH., M Hum., seria segenap Angeota DED dan FP-Peradi Jawa
Timur, yang telah memberikan dukunsan dan kebersamaan yang berarty bagi

saya;

sk
!ul

Segenap Pengurus DPP dan Cabang HEKHE] Jawa Timur, atas dukungan dan

sinerg: yang ferus tegalin, vang senanfiass menunjpukican dedikas: dan

serpaneat kebersamaan dalam pengembangan hukum ketenagakerjaan di

Indomesta. Meialui peran strategis orgenisasi ini, sava: belajar bahwa isu

ketenagakerjaan Hdak seskadar menvangiut hubungan industrial, tetapr juza

menventih-martabat manucia; kessjahteraan pekerja: serta keberlanssungan
uesha;

16:  Segenap: Pengurus Yavasan & Fakmir hiasjid Assakinah, vang senantiasa
mendoakan sava agar proses pengusulan hingea pengangkafan Guru Besar
ind berjalan dengan lancar. Doa vang memberikan dorongan moral menjadi
sumiber energi vang tak ternilial, hingga mampn menapaki amanah besar
sebagai reorang Guru Besar Sava fjuge menvampaikan terima kasih vang
mendalam atas kebersamaan selama ind dalam memalmorkan Magid
Assakinsh:

17,  Segenap Penguorus ISNU Jawea Timur, vang selzlu sremberikan dukungan,

kebersamaan, dan ikatan intelekiual dalam perjalanan-akademik sava ISINUT

bggi cEva bukan ha.n}'a wadah nrg&m'sast, tetapi p:ga ruang silaturahmi flow
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dan penzabdian’ yang senantiasa memperkokoh semangat keislaman dan

kebanzgsaan

Terima kasih secara khusus saya sampaikan kepada Kedua orang tua, yang sangat
saya cintar dan hormati - Almarhumah Ibo Hi THumaati dan Almarhum. Bapak H Munari,
telah mendidik dan membesarkan saya (dan adik-adik saya) dengan penuh kasih sayane,
dan senantissa mendeoakan anak-anaknya menjadi orang vang bersuna basi banssa,
negara dan sgama.

Terima kasith juga sava sampaikan secara khusus kepada bapak ibu mertua,
Almarhum Bapak H. Chotib Trifaja, dan1bu Hy. 5iti Rachmah, yans senantiasa mendoakan
anak-anak dan cocu-cucunya ferus menerus, acar anak-anak dan cucu-cnounya, sehat
walaftat, sukses, rezekinya berlimpah. selamat di duma dan bahagia di akhirat kelak
Ammien

Dlemilkgan puls ucapan terima kasth yang tulus saya sampaikan kepada tsirt terania
Hj Sufi Noor Hawa, SH.. dan anak-anak kaod terkasih, Muhsmmad Athoillah, 5Ds,
Mubammad Rizk: Annabil, SPsi- dan Hanna Janeeta Qurrote Avyun, atas kesabaran,
kesetigan dan pengorbanannvaselama 1m.

Tenty terima kasih jusa sava sampaikan kepada saundara Ipar mas Endvokia
Widovae, 5T, M E, Mbak Noorkhanifah dan-adik Masfufah Noer, 5P, dan bib: Tuplik,
dan adik-adik sava: Imam Mohkhroji; 55, AliMukhromin, dan Al BMustofa danadikc Ipar,
Ririn Togas Pojiwati, SH., dan keponakan, Wulandar Rima Ramadhand, SH, MH., vang
telah memberikan dulkangan moral dan doaselama ini.

Saya dan segenap kelnarga menghaturkan rasa terima kasih dan penghargaan atas
perhatian dan kehadiran Bapak [Ibu sekalian dan semua pihak vang Hdak dapat penulis
sebutkan satu persatu vang telah memberikan support dan bantuan, batk moril maupun
oaferiil, sehingea pada akhimva saya dapatkan dikukohian sebagai Guro Besar Hulum
Tata Negara hariint

Akhirnl kalam, para hadirin vang sava muliakan vang dengan penuh kessharan
mengiliti acara pengukuhan ind, pada kesempatan ini zava bereria keluargs memohon
maaf atas segala kekurangan dan sekaligts mohon des restu agar sava dapst mengemban
tigas mulia ini dengan sebaik-baikrva. Semoga Allah SWT senantfasa membimbing,
memberikan petunjuk, hidavah, pertolongan certa kasih cavanenya kepads kita cekalian
Amien YFEA

Pallohuel Minwaffig Ha Agroameh Thorig

Waz=alamuglatkm Warchmaiullehn Faborokaiuh,
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UCAPAN SELAMAT DARI KOLEGA

Bambang DH
Ketua Dewan Pembing
Yavasan Percurpen 17 Asustos 1945 Surabaya

Azzalamu slsibum Warshmatullahy Wabarakath

Dengan penuh razs barooa danhormat. sava menyampeiban sclamat
kepada Prof Dr Hufron, SH, ME atas capsian yaogz lvar bisss,

f/ vakng ditnlabban sebazar Gurm Bezar Fakuftas Huolkbom Universitas

17 Appstuz 1945 (Uniag) Sursbaya brdany Hufmum Tata Negara

Predikat (uru Besar adsink anupsrdh sekations buah dari kerjs keras, dedikasi seriz komitmien

panyang Frof Hufron dalam mengembanglkan (lmo peneetehuan bhustisnys di bidane hulmm

Saya meyvakin capaies inciidsk hanya meniadi kebensgsan pnbad: Prof Hofron bezerts keloarga,
terutames. [ziri tereints vang senantiaza mendamping, mendoakan dan terus membernt dulmngan,
nampn juge menged: kebanooaan besar bag: Untag Sorabaya. seris meinben manfast Inay beg

masyarzkat bangsia, dan negara

Semora penguluhan int menjadi inspiras: dan motivas) baot para dosen, Ehusuanvs din Fabultas
Hukum Usntag Surabava namk tems berprestan, mencabdi dan mencrehlan barvp-bsrve terbatk

demi kemajan pendidilan dan pesegalan hikum di Indonesis

Afzaz nima Pembina Yayasan Perovraan 17 Agusins 1945 (YPTA) Surabays; saya menvempaiton
rasa tenma kasih dan epresias: setingei-tmseinyd kepade Prof Hofron atas dedilszy dan pengabdian
yang diberikan seris membertkan penghargaan yans tulas kepads keluarpa. khususnys 13in tercnds;
vangz telah mengadi sumber-semaneat dan Felwatan dalam penelanan Prof Hufron meraih gelar

elademik tertingm

Semora smanab bam iy semalbon menenatican iprah Prof Hofror datam membenlan peacerahan

mznjadi teladan, sers myukan bagi masvarakat datam mewnjudikan keadilan dan keberaran

Wassalamu alaitnm Warsdhmatulight Wakarakamb.

Frof Dr Hafron 3H MH “



Ir. Bantot Surriono M. Se.

Perigawas Yavasan Peronruan 17 Avostos 1945 Sorakays

Aszalamugiaikum Warshmatullahi Wabaraksmh Salam zejshtera
bap Eits Shalom

hm swastiestu,

Namo Buddhaya,

Salas Kebajilan

Rakayo

saya menyampatkan apresiast vang setingoi-tinopinys kepadz Prof
Dy Hufron: SH, MH -menjadi Gurs Besar Fakmlitsr Hukom
bidang Hubiim Feta Negara'dan Prof De Fajar Astoh Hermawati, S Kom. M Kom menjadi Gum
Bezar Fakultz: Teknolom Elektro dan Informanls Cerdas bidane Pengclahan Citra Thzts]l

Preaditat Gurn Besar adalah bulkh sivata dari bonsisiensi kerja beras seria komitmen panjans dalam
bidene skademile Tenmtn i menjadi kebanoraan. tidak hanya bagi keluargs besar Untag Surabaya,
tetap: juga bagl Y P LA Sursbaya

Eami berharap, peteapatan ini semalin msemscy semansat ontuk terus memberikan bontribus: ayata,
memperiuat mutn pendidikan, seria menginspiras: benyak pihal agar sensntizzs menjuniung ungsi
nilai-siilal kbeslimian Febangisan dae pensabdian

Bemikian vans dapat saye zampailkan Waszalamualaiborm Werahmatullaht Webarakatuh
MERDEEA!
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. Subeku, 5H., MM
Eeios Yayasan Petgurean 17 Agnstis 1945 Sursbaya

Azsalemualafiom Warshmatmllzh Wabaralatuh. Salam' sejzhters
bag: ks, Shalom,

Om swestisshn

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan

Hzhayo

Segenap pengnnes Yayasan Perpomien 17 Asustus 1245 Sembava
mengucapkan selamat dan sukzez kepada Prof Dr Hufron, 5.3,
ME meniadt Gurg Bezsr Fakuitas Hulbum bidane Holuim Tata
Negara dan Prof. Dr. Fajar Asinti Hermmawatt S Kem  MEom.
menjadi Gure Besar Fakuitas Tebnologi Elektre dan Informatika
Ceriae bidans Penoolahian Oyt Digstal.

Pencapaian im-merupalan tonggak penting bag: perkembangan Untag Sursbava sebagar kampus
rastonehs yang unegul dan berdampaic

Gury Besar adalzh simbol dan kemampuan akademik dan kepakaran dar bidang dmup terfente dag
buld: adanva dedibas: integritas dan pengabdian vans panjang di dunia pendidikan

Harapan kami. dengsn bertambahnya Guru Beser di hnglungan Untag Swabayva, kualitas catur
dharma perguruen fingsi akan-semakin meningkat dan pads akhirnys membawa maniaat nysia bag:
maryarakat Inas’ Semopd capaian ind menjadi motivas bagi selumh civitas skademils urial tems
berpreztasi dan berkarya

Frof Dr Hafron SH AMH “



FProf. Dr. Mulyante Nogrohe, ML, CALA., CPA

Rekfor Universies 17 Agostus 1943 Sorebaye

Atss nama kelzargz besar Universites 17 Azpstnz 1045 Surabaya,
sava menvampaiksn ass syukur den bangos ate: capatan muba
k=pads Prof D Huffon, SH, MH zerts Prof Dr Fajar Astun
Hermawati, SEom  MEom vano telsh menenims ‘snpgersh
jebetan-akademik tertinesi sebagal Gor Besar

Pengubphee i bokan zsbodsr pencapaian pribadi, mclainken

zebush topggek pentine baz: Untag Surebaye. Penambahisn Guro

Bezarsemsekin mamperiuat kapasites akademil kampps sebalign:
mepesuhksn komitmen Unitap Smebava dalsm misnghaslben
keryalmiah inoves:, dan peinikiren veng bermanfeat bagt masvarakat bangze, dan negarm.

Semega amensh im dapat dijalanksn denzan permh tensoins jawab, menjadi teladan seris memben

inspirass dan zemangat bapi selamh sivitas skademiks untok tems berkembans
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Eddy Wahyudi, 5.H., ALSi.
Dheeltur Direlrtorat Umuim den SDRYPTA Surabays

Aszsalamualaticim Warshmamilahi Wiabarakatmb, selem zsjahters
bam jota-zemua

Ates pnama Jajaren Dhrekiur Yeyazan Persoman [7 Agpstus 1943
Sprabayas menyvempatkan  zelamat dan sokees: kepeds Profesor
Doktor Hofton, 5 H_ MHB menadi Gurn Beasr Faknltss Hulom
idang Hokum Tete Weésars

dan Profeser Doktor Fajer Axtoh Heemawaty SKom  MEam
memadi Gom Besar Fakultas Teknoloe: Flekire dan Informatiks Cerdas bidang Pensolahan Crirs
Digital.
Pencapaian i adalsh wujud ovata dan dedik=mst, komitmses dan peszsbhdian panjane dalsm dunia
pendidikan tngzi, Gelar Gurs Bessr bukan hamy e sekadar sebuah pengharpaan, melainkan joga
amanah bezsc patok-tems melashirken karya dlmish movass dan kontribus: vang bermaanfast bagt
masyarakat banesa den pessm
Semopa amensh zebapal Gury Besar dapat dijalenkan dengan pepub tangouns jawab. menadi
mspirzss bagr civrias skademika dan membertkan manfaat selusz-luasnva uotuk generas penems

Wazaalamualaum Warahmatnllaht Wabarakatuh
Termmakasth

Eko Halim Santoso. 3. Kom., M. Kom..
Pit. Direktur Derektorat Sistem Informeass

Azzalpmualaiium vwarahmetolishs wahaakatoh

Sava Elvo Halim Santesa, Direbinr DSI YPTA Surabayva
mansucapkan selamat dan mmizes stss pencuiwhan Gom Besar
Untversitas 17 Agustus 1943 Sorebaya kepade Profesor Do
Hufron 5H, MH dan Profesor Dr Fajar Asztott Hermawats,
SEom MEKom.

Penoybmhan i mempakan lengkab besar bas Untag Sprabava
kareng semakm menambah japaran gpm bezar yang berpesan
penting dalam meovajuksn lualie:: akademik dan penelitisn di Kampus Mesh Potth Untag
Surabava Semops denoan gelar goru besar iny :emalbe banvak kontribne yans dapat dibeni=g
omiuk emajuan ilmy penretahnan, khuzpanya bagi Untas Surabava

Waszgatamualaiiom warahmatollah wabarskstuh’

Frof Dr Hafron 3H MH “



Prof. Dr. V. Rudy Handoke., ALS,
Dekan Felultes Timu Sosal dean Tma Polink Tintas Surabaya

Selemat ates pengpkuhan zum besar Prof De Houfren, SH. MEB
dan T Prof D Fajar Astat Hermawat S Kom M Kom

Semoge capaian morg besar iy membewa berkat bagi
pengembanpan tlmy Jdan kemasiahatan bangza - zefda menjad:
mspiras bagi dozen-dosen muda untul menceizr capaan jabaten

akademik terting s

Terima keasih

Dir. Yovita Arie Mangesti. 5. H., ALH.,
Diefcan Falmitsz Hulum Tntag Surabays

Azzalamualadkam warahmatollahs wabsrakatoch
Salam damgy zejahiers Shalom, Om Swastyashy, Namo Buddhaya,
salain bebajikan rahaym

Saya, Yovits Are Mancesh, Defan Fakuitas Hukom TUniversitas
17 Azusus 1945 Summbava menvampaibsn rats banggs selamat
dan sol=ez potuk Prof Dy Hufron 5H , MH. dan Thu Prof Dr.
Fajar Aznutt Hermawatt, S XKom, MEemn sebsoar Gum Besar di

Unrverzrtas 17 Agnstna [045 Sarsbava

emoga dencan kenatcan (abatan furssional abademik sshagar gum bezsr i Prof Do Hufron,

5
SH. MH dan ibuo Prof Dr Fajar Aot Hermawats, S Kom M Kom sewakin membuahlas karra

yvang inspiretif uatyk membawa bangss s semakin Gerkwalites menuju Indonesia Emias,

Satem
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Prof. Dr. Hj. Tri Ratnawari, Ak., M.5,
Dekcan Fakpltaz Fronomi dan Bizote Untag Sumbaya

Fekultas Ekonomi dan Bismz Untag Surabaye mecgucapkan selamat
kepada Prof De Hufron SH, MIH. dan Prof Dr Fajar Astub

Hermawatl 8 Kem M Eom sins peneulmban sum basar

Semopga karya-karya kedos gorn besar it menambah kesuksesan bagi
Untag Surabava menjadikan kampne vzng Iehih inovatif dan telih

berdampal.

Tem=lah berkarva Prof

Dr. Parivante, ALEd.
Deban Fakultas lmu Budava Untas Surabaya

Azialamualatium warshmamllshi webarakainh. Om Swastiastu,
Wamg Buddhaya, zalam kebajilan rahaym

Sma Panvents. Dekan Fakphias [lmn Budave Untar Surabara,
menmueaplkan selamat dan sukzes kepads Prof B Hofron S H
MH den Fakultas Huolom den kepades Prof Do Fajar Astob

Hermawaii 5 Eem M Eom dan Fakiltas Teimik Elektre dan

[mfprmatiks Cerdas, atas dwashnya jabetan akadenulk terhingei
Guru Bezar

Semora pencapaian im membatwe berkah member kontribusi vang tebah nyvata kepada institus, den
membert nspiras: kepade selurnh covitas akademiks Untsg Surahaya

Wazaalamualatlum werahmatnllahs waharskatih

Frof Dr Hafron 3H MH “



Dir. Br. Amanda Pasca Rini, §5.Psi., M54, Psikolog,
Delran Fakoltas Peikroloms Untas Surabaya

Assalamualaiknm warahmatmilaht webarskatoh Selamat pagi, Om
Swastyasin Namo Buddhaya zalam kebajikan. rahayn

Diekcan dan cvitas ekademiba Falmltas Psikolog: Vmiversitas 17
Agustuz 1945 Sprabaye mergucapkan sslamat pads Prof D Fajar

Astuty Herpawat, S om M Kom atns pencapaian puncak prestas:

:ebagai Guru Besar bidans Pengolahan Cira Digitel, dan Prof D
Hufron S H MH aias pencapaisn pincak preztasi-sebagsl Gom

Bezar bidans Hokum Tate Wegara

Semogs renantizza-menchazdicen karya monnmentsl vang bermanfaat dan membenian dampsk

vaig poatifhaz Untaz Surabava masyaralat dan haﬂtraa [ﬂd.v:-ne:-m

hierdeka!

Dr. Ir. R.A. Retmo Hastjant, M.T.
Blekan Fakulitas Telomik Untep Surabayva

Kams dan Fahiltas Teknik Untap Surabava mensucapksn
selamat dan sukses kepads Prof T Hufton S H. OMH dan
Prof D Fapar Azttt Hermawan, 3 Kom, MEom ziaz
penmulmbsn sehazat Ginn Besar TTaiversitas 17 Azusms 1045

Sorabava

Ssmoga capaian ing menjadl fonsgak pentine dalzm memperluas

khasansh kerlmuan serfe mendorong kemarsan nisst dan movas:

n Ureemnd Fembeninian Undenes-Undeng Eembaza Keprasidensn



Ir. Ichlas Wahid. M.T.
Dekan Fakmltas Vokasz: Untag Surabaya

Selamat atas pengukohen Prof Dr Fajar Astuti Hermawats, S Kom,
WM. Kom szebagar Guro Bezer Fakulitss Tebnolopr Elektro den
Inforniatibs Cerdas serta Prof D Hafron 8. H W H scbars Gum

Hesar Fakulta: Hulown Untag Soebaya

Semmprs kevmmaneva dapat membawa warga Untsg Sumbaya

semakm berkeh. maju, java sera berdampsk psde maszvarakat

Jawa Tumur pada ichususnya- Merdeka’

dr. Poerwadi, Sp.B. Sp.BA {K).
Dekean Falmitss Kedoldersn Unisg Surahaya

Azzalemuaistum warahmiamiiahy wabarakamh.

Kams segenap onviias skademiks Fakmlta: Kedolzeran Uniag
Surabaya kot menoucapkan selamat dam snises  atas
pensemigeraban gelar Eiademnl terhingel sehazsi zumm besar
kepada Prof Dy Hufton SH, MH dan Prof Dr Fajar Asoh
Hemmwan, § Bom: X Kom

Dengan teriring doa, semoga subse: mepgemban amanah 10 aniok

membawa Unter Surshays, Ehasninys Fakpltas Tebmil fidak terkecosh Falmitas Kedobteran notuk
mznsadi lebith man di dalam mencetal sanans teknik dan membantn pendidilen dokter yang henjiwa
nastenaliz patriotik

Semora Allsh Subhanatm wa ta'ala Tuhan Yans Maha Fea: 2=faly membimbine dan melindnngt kita

zemua. Amin

Hormat kami,

Crutas Akademiis Falultes Kedoktersn Tntaz Sumbaya

herdaks !

Frof Dr Hafron 3H MH “



Ir. Aris Heri Andriavwan, 5.T., M.T.
Dekan Fakmltzs Teknologi Elebtro dan Informatike Cerdas

Aszzplamusisibum warahmatoliah webarakatuh

Atsz nama belgarea bessr Fakmitaz Telmnolog: Elekfre dan
Informatiks Cerdas, kami mensucapkan zelamat dan sukses atas
diknkuhkannya Prof Dr Hufron, ST, M H dan Prof Dr. Fajar
At Hermswatt, SKom | MEom =ebazsi Giro Besar di
Universitas 17 Agpstos 1943 Sumebaya Semogs atas pensukuban
mi bz semabm  memperkust kEontnbuosi sksdepuk  dalam

pencembanoan  ilmm  pencstdhuvan  dam  penwgzkatan  mote

pendudikan di Untas Sorabara. Selali lap aelamat dan snkses.

Terimakauh

Dir. Abdul Halile, ML
Ketua IPPM Untag Surabava

Azzalamuslaibum warshmatollahy wabaraksioh

Saya Dr Abdul Halik MM Eema [PPM Usfag Sumbava,
mengucaplan selamat atas diraithnyz jabatsn abademilk sebaga
profesor. Semogs gelar mi-menjadi pengakuan-stas dedilasinya
dan bontribust Prof De Hoffon, S H M H  dan Profezor Dit Fajar
Astott Herawat, 8 Keom, M Eom dalem bidans Catur Dharma.

Terimz kasik atas imspirasi dan pendetshnan Prof. De Hiofron,

SH_MH. dan Prof Dr Fajar Astuts Herawati, S Eom M Kom yane telah dibasikan kepada orane

banysk.

Semore kesukzesan im menjady mofivas basi generas Mergh Ponh, Ehususnys para desen Untae

Surabaya.

Wazzalamualatkum warahmatoliabh; wabammkatoh
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Aszociate Profl Dr. Arasy Alimudin, 5.E., MAL,
Hektor Universitas MNarotama

Aszalamualaibum warahmatullahi wabarakatuh

Save Associate Professor Dr Amsy Alimudin SE MM Reldor
VUnversitas Narotema, menpgucspian sslamat den sokses: atEs
percububan sum bezar Universifas 17 Agustus 1945 Surabava atas
nama yans diinimhkse: Frofesor Dr Huofron S MH. Gom
Besar bideng Hukum Tats Negars, dan Profesor Dr Fajar Astuty
Hermawan, S Kom. M Kom, Gura BesarPenselahan Citra Digital
Semogs ilmu vang diembannya dapat bermarnfaat bagl mahaseats
pergurean tingpl dah masrarakst

Whassatarmualaibum warghmaliahs wabarakaih

Prof. Dr. Wirawan E. ). Radiante. M.5cA, CA. Ak

Relter Univernitas Ciputra

Selemst kepeda Prof. Hofron dan Prof. Fajer atas pencapatannya

sehagal zuru besar di Tharversitas 17 Asustus 1945 Surabara

Int adalah peneapaian yang luar beasa, pencapaian vang
membaagpakan Semoga Bapak berdus semalin bersemangat
eotel berdampat bepads masvaratat pendidifan di Indonesia

Kwsaya Tokan selsls mesverta: perjafznsn Bapak berdns

zehinggs terus mensabdl nouk benosa-den negara Indonesis yane

kits cintar.

Selemst juga kepada sivitas akademils Uarversitas [7 Agustns di Sumbaya.

Sgva_ Profesor Wirawan, Rebtor Universnias Ciputrs

Salam entrepreneur

Frof Dr Hafron SH AMH “



Dr. Sizwante. 5.50:., MAL
Ketoa IKBA Untaz Surabara

Azzaiammalatium warshmatniishy wabaralamh

Kami dari keluarga besar slom [Tntze Sorabava mengocaplan
selamat atas penspkvhan girg besar Profesor Dy Hufron SH,
MH  den Profesor D Eajar Asmti Hermawets, 3 Eom M EKom
Semoga dengan pengokuban dus guru besar i membawa banyak
preziasy, Eamagian dan siembawa nama Untag Suorabava‘zebacsi
safsh safm kampns vang terdepsn di Indonesia

hlzrdeka!

Surono
Pemimpin Bank Jatim Cahans Pembsnin (ntzp

Prof Dr Huofron S H MTB | dan Prof Dr Fajar Aztut Hermiawati,
SXom  MEom. adalsh sosok skademis teladan vans tidsk
hairye menpajackan lmn, telnpl jega mensharican sepisnoat
E=minzan dan inspiras)

Bimbingan serta keteladanan belisn berdos menjadi motivasi kast
keami untuk tesns belajar, berkarys dan memberi manfaat Somoepga
zelahs diberi keschatan kebrekahan dsn terpe menjadi cahaya bast
dumz abademik maupun masyarakat

Wassalamuelsilmm werahmatllahy webarakamh

Ureemnd Fembeninian Undenes-Undeng Eembaza Keprasidensn



Prof Dr. H. Suko Wivone, SH., ALHum.
Ketua Dewen Pembing Pengums Posat APHTR-HAN

A=zafarn’aleitum Wr Wh, Sslam szjahters bagi kita zemu,

Dengan penuh raca bangss. says Prof Dr Sulc Wiyoome, S H.
MH Setaim Bektor Universitas Winnnwardbansg Mating vang
josa zekalipns Ketpa Dewean Pembins Penooms Pgsat APHTN:
HAN Indonesia menoocephan zelamat kepads Prof Dr Hufron,
3H., MHE vang teish dibnlmhkad sehasai Goma Bezsr dalom
tidans ilmu Hubkmm Tate Wegara, pada Fekoltes Hulum
Urnaversitas 17 Apgustus 1943 Surabaya

Gelar akedemik tertinesi ini mergpakan boah den dedikawm, kerja keras, dan komimen ganjans
dalam mengembanckan il pensetahuan Fhuzuenysds idans Hukwm Taia Wegara Kamy petcaya
balmwa denzan amadah barg ing Prof Dr Huofron SH. MH alan semiabwn meamperinas iprah dan
Ecntribusigya, baik dalam pencembancen keilmyen pepsajaran, mavpon dalam memberikan solus
sk ademil: tethadsp betrbagar persoalan kebangiaan

Selkali lagi, z2lamat kepada Prof De Hufron, SH M H atss penpoluhannys tzbagat Gom Besar
Semoga senantiaza dibenken kespkzezan dalam sehap lanokah pengembanzan ilmy pengetahuan di
maza mendatang

Terima kasth

Wazaalamualaum W Wh

Dr. Himawan Estu Bagijo, 5.H., M.H.
Kems Wilaysh APHTN-HAN Jatim

Azzalamualaiioym warahmaetolishs wabarakatuh
Selamat pagt zalam seiahtera buat Eits semua

Saya Dr Himewen Estw Bamje, 3 H.. MH. Ketga Pengums
Wilayah APHIN-HAN Jawa Timur, mepgucepkan: selamat dan
sukses kepada Prof Dy Hofron SH., M yanz papi
meaoucaplan pidato pengulmhan delam ranglka peresmien G

Beiar bidans Hokum Tata Negars pads Falmitas Hukum

Unrverstas 17 Aonste: 1045 Surabhavn

Semopga pencapaan im melenskapi dan mensnkseskan Pak Hufron sebapai zecrens dosen dan
akadentiay Memjadi berkah buat keluarga boat anak didik, dan bust lembasa pendidican Ehosusnya

Untaz Sorabava:

Sekali lam terimie kel semops zelaly sehat
Azialsmualailam warshenatullshy wabaraistoh

Frof Dr Hafron 3H MH n



Prof Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., AML.H
Sekretans Jenderal Pengomis Posst APHITN-HAN

Arzalamu alatiom warahrnatsiiahy wabaraicatuh

SayaBayu Dawi Angoono, Delean Fakiilta: Huloum Tlniverstas
Tember, zelalions Sekretan= Jendersl Penonms Posat APHTN-
HAN Asgziasi Peneater Hulnum Tata Negara-Huloumn
Adminsatres Wesars. inom menvampaikan neapan selamat dan
suksez kepads Bapek Profesor D Hufron, SH., MEH vang
ditulmban sebazsi Gorne Besdar bidanp Holin Tata Nezara'di
Fakuitas Hulom TUniversstas 17 Arosing 1945 Somabava

Semcga denganiabatan skademik tertnoor it semakin mengadikan Profescr Hufron sebaga
pohon vang rindanp vans mensunoi dan jupsd tempat bartedoh haoi pars pencari ilmy dan
beaditan khusnzeve di brdane Hulmm Tats Negara

Soksszaelalo vatik Profesor Hufron: Tenma kasth. Waszalamu'alasioorm warshmaroliahs
wabaraiatuh.

Prof. Dr. A, Gunmur Hamzah, 5.H., M.H..
Hzitim ME BRI dan Ketns Penpuris Posat APTHTN-HAN

Azzalamualadam warahmatollahs wabarakatoch
Selamat pam satam sejahtera untulk kita'ssmua.

Sayva M Gouooor Hemzah, Helom Feopstitusi pada Mahkameh
Konzitton Republil Indonezts: Pada kesompsian yang baik ind 'saya
1uga turot menyampaikan sslamat kepada Profesor Dr Hufron 53,
MH atas penmubuhan schegar Gury Bessr peda Universitas 17
Aguszing 1945 Surshaye.

Semoza dengan jabatan fanesionsl selaint Goro Besar Fabnitas Hokum | senantiaza membaws beriah
tidak saa kepads Pak Huofron dan szskelusrga tetep: juga kepada zeloroh zrvitas ekademilea
Unriersrias 17 Atuszing 19045 Surshay=.

Semoza ibmy yane dipercleh ilmo yane dimilils pencetahnen vang loas vane dimilibs oleh Frofesor
Hufron senantiaza dapat digbdiken uniuk kepentwnoan kemaslahatan umat menssia, Fhuspanye di
tanah i kita:

Sefrali Iz sava voapkan selamat Semoga bermanfast bag: fota semuzs Tenms Fanh

Waszalamialadmm warabmstollshs wabarakatuh.

Ureemnd Fembeninian Undenes-Undeng Eembaza Keprasidensn



Prof. Dr. 5iti Marwiyah. SH AMH
Reltar Universttas Dy Sostome Surabaya

Aszalampaiatkum warashmatmiiahe wabssakamh COm ‘Swastyastu
Nameo Buddhava, saiom kshaplksn dan rabayn bao kits semna

Pengokurhan gum betar sdalsh imedis wotuk mem-publizh
pencapaian dan Seom@ar dosen stas perolehan pbatan terhnoomya
szbagas secrans profesor

Saya, Profesor Do 5mi Aemoaveh S H, MH selsku Relbtor
Cniversitas Dr Soetomo, sekalizns sebava Wikl Ketuz Penourus
Puset APHTN-HAN dan pembina de APHTN-HAN Jawe Timur
mengucapkan selamat dan toret bangsa ataz pencapsian Guro Besar Profesor Hufron, SH, MH
dalam hidans Hulmm Tatz Nezara di Faknitss Huknm Untag Sursbava

Pencapatan secrans sum besar, Profesor Hofron sanoat layek menoinget kedodukannya sebagai
Selgen APHIN-HAN Jatim dan kepakarannyazebagar ahhi zerta tulizan-tlisan maspun karyanys di

madis setab- msnpun elebironil smdsh sanost banyvak difenal oleh masvamlat lpas. S=lamat kepada
Fakulta: Hukum Untas Surabays dan Bapak Reltor Untaz Surabey s atas kehadiran gum besarbam
akan semakin memperkeat pozest lembaga

Prof Huffon ternslah beriarve, menjadi cahava umink ilhttar pecegsaben hokum di [adonesia
zehinggs tercinta negare yane beldstun tovyibatun wa robbun shofur Khaimnmas anfa'uham lmngs,
zebaik-baik mannsis sdalsh yvang bermanfaar untuk manusia lain

Wabillaht tapfig wallwdayeh, wassalamuelaibom warshmetnllah wabarmkatmh

Dr. Aan Eko Widiarto, 3.H., M.Hum..
Dglan FE Umiversitas Brawyars Malans

Eam: coves Faksliss Hukow Universsias Brawimya
mezngucapkan selamat kepada Profezor Dr Hufren 8H  MH
atas capaian jabatan akademik Guro Besar Unsversitas 17 Agostus
1943 TUntag Surabava.

Semogfa dengan pensembanan ilmm i Ehmuanva di bidang
huknm tats negara semalin mencerahkan duma hmkpm, praktl
hukom &t Indonesia pada Khusvanvs, dan semoga memberiban
banval inspirasi Eeilmpan bagl para mehasisws dan pads
masyarakat.

Profesor Hufron says kenal :ebagay profesor yang zancat produknf di dalam penysmpaian ide-
idznya di pobbl  :zn-at onsnal, sehinesa zemops menjadi menfest vahz lebih dalom
penzembansan duma huksm

Termmakasth,

Frof Dr Hafron 3H MH “



Prof. Dr. I Nvoman Nurjaya, S.H., ML5.

Gure Bezar FH Universitas Brawijaya Malzag

Aszalamuslatknm warshmamilahe wsbarakatsh Om  Swastyastu
Shalem  salam kebajikan Wame Buddhsya mhayn.

Saya I Nyoman Nunaya Guru Bezar di Fakulras Hulom Universifas
Brawyeva Han imi save insin mensekspresiban raza snkncin
Ecbanozasn, dan atas pengobuhen Profesor Do Hufron, -mentsn
mahaziwa says di Universitas Brawyays

Penpuimhsn pum baiar int mempaian pencharozan dan pemennizh
Eepada:seorane vano diansgap mempinyal keahlian terfents. Hart i
Sendars Bufron dikthouhlkan zebaos gorm bezar dan fu- mernpaioan kebanogaan {erzendin bagr dut
sendin Felnares, dan jugs bagi masverabat bhnsussnva lembaza pendidilsn Univeratss 17 Azosins
1943 Surabayae

Semogs dencap penculoghan gwm bessr im Sendare Profesor Dr Hufron dspat meusabdikan dir
dengan lehih bail dan terns berkarve. berprestas: dan melaimbsn begiatan-Feratan akademils vano
bermeanfant bag: nsa dan ' bengza

Seksli lam saya mencucapkan terima kaath dan razs bangga saya aiss pesgukuhan sy besar
Sandars Profesor Hufron Hae wni di Fabultas Holue Usiverzitas 17 Agostuz 1045 Surabaya

Salam zejakiters bag: kifa semua Assalamualatkum warahmamilahy wabarabatuh Om Shanti, Shanty,
Shantt Cm: Shalom

Prof. H. Drs. ML Alas ud Said. MAL. Ph.D.
Wakal K=tga PPISND

Aszaismunlatdoom warahmamitahs wabarsiatuh.

Sara Muohemmed Maziud Sad, Wekil Ketus Umpm Pengnims
Pusat Tkstan Sarjans Nahdlatul Tflsma dan Dhrektur Pazcazarjana
Uniema menpucapkan fabnish rats synkor, dan selaniat kepada
sahabat:seva Prof Do Hufron, S H MH, afas penpekuban Guras
Beazar dt bidase Hokom Tata Negara

Szva kenal belizn sejak lama - bahlan sziak 8] di Malene zaman

encrak enak dulu. Tept yeeg jelas di pobadi belian ada

kemampran dan kushitas skadenil. emudian jeianng vans lussdan profesionalitas. Karena zagak
duin beliay zenng di 831 comland= kempdian sebarane [rpa menishat di profess belisp, hulmm fata
nezafe dan juga advizer bag: bebefape lembacz dean pernsahaan

Saya yakin dencan dikubublkannya sy bezar belian 1o, Untversras 17 Agostas 19435 Surabaya dan
juzaenhtas di mans belisg berada, dan belian zendin bizz mendspatican-advantace darinya

Sekali lagi, selamat, tefap semengat dan tefap sepertl teasany s, rendah hety dan tinees produkinitas

Waltahi] muwafiy iz agwamit thang Wassstdmpatsdomm warakmatnllshy wabarakainh

Ureemnd Fembeninian Undenes-Undeng Eembaza Keprasidensn



Dir. H. Yosran, 5.H., ALHum.
Hilim Agungs BT

Azzalemuaistum warahmiamiiahy wabarakamh.
Salam :zyahtera uninl: kits zomns

Sava Dr H Yosren SH MHum | slumny Program Dokror Himue
Hukbum Unrredsitas 17 Agusmis 1043 Surabava fshun 2017 dengan
Promotor Prof Dr Tegph Prasetyo, S H M 31, Co-Promoter [ Dy
Otio Yodiante, 3 H._ M Bum , Co-Promotor H D Hufrop, 5 H-
M., menmurapksn z=]amat dan sulkses kepada Prof De Huofron
SH MH yens dikpkuhban sebazs; Gury Besar Tlma Hukom,
Eepakaran Hidang Holmm Taia Negara, Universtas Towh Belas Agusms Surabaya Tehun 2025

Semoga thmunya lebih bermanfaat di tinckat daersh. nesional mappun miemasionsl, khizsustya bag
ctvitas akademiba Tnrrersitaz Tuyuh Belae Apustus Surabaya:

Wazaalamualatlum werahmatnllahs waharskatih

Dr. Eri Cahyadi, 5.T., ALT.
Walikota Kota Suzabaye

Azsalamualailwm werahnsatullahs wabaralainh
Salam zejahiera bagy kits semuanys Shelom. Om Swasiyazty,
Wamo Buddhava zalam kebajildn rahaym

Saya Ert Cabyads, Wil Kota Surabays, densan penuh rass hormat
dan bezhagiz menvampaiian ucapan sslamat dan sukses afas
pengukuban Bapak Prof Dr Hufron, SH, MH sebagar Guru
Besar Umiversitas 17 Agustus 1945 stay Untag Suzabaya:

Penpoimhan ini bukan hamya menjadi kebanppaan basi Untaz

Summbava. tetap: Juza menjadi kebanzzaan baz: seloroh masyarakat Kota Surabaya Kebaduan zum
bezar bamp gkan semakin memperiust peren percurpan tineoy dalam melshirkan senerasi penems
vans herilmn, berkatalder, dan beriniesnitas

Sxva perceye dencan ilmu dan pensalamen zeris dediksz yeane dimilils Prof Dr Huofron SH
MH skean zemakin banyvak berkontribos: begr kemazpuan dumas pendidiksn dan pembansinan
maryarakat di Kota'Surabave manpun Indowesia

Selali laz sava menopeaplkan selamat sempgz amaensh barp im membawa keberkaban dan
menambah kemulisan dalsm-mencerdaskan kehidupan bangea

Matur nowon. Waszslamuslaibum warshmatullabi wabarakatoh, Shalom, Om Shants Shanti Shants
Om.

Frof Dr Hafron SH AMH “



Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H. N H.

Gurg Besar FH Universatas Indonssin

Aszaismunlatdoom warahmamitahs wabarsiatuh.
Salem sejahters bagi bitazalsalizn

Saya Safye-Annaoto, Guru Bezsr Falultas Hulum Unyversitaz
Indenesiz. denean imt menvampaiban oeapan sclamat kepada
Bepak Prof Dr Hufron ST M H. ata= penganskatannya sebagan
Guru Bessr di Unaversitas 17 Agastas 1945 Sursbava

Semoga denzan penoanckaten i, Bapak Prof Hufroe akan dapat
mengabdikban dirnya dengan ek mendslam dan juza biza-sematon produltf dalem menghasilban
ksrve-karys iloiah untuk kepentingan bansss dan nepsra

Tenma kanh.
Waszalsmualaikum warahmstullshn wabatskstnh

Dr. Febrie Adriansvah, S.H., MLH..
Takza Apgung Muda Bidsns Tindsk Pidana Khusus Ksjakisen

Apnno B

Aszalamualaburn warshmatmsllsht wabarakatuh - Salam- seshters
untak kit Setmne Om Swasivasin, Nama Buoddhava salam
Eebajilean

Saya D Fehria Adriansveh Jaksa Aouns Muds Tindab Pidars
Ehpsos, denzan penuh rasa hormat menvameoailan neapan selamat
kepadaProf Dr Hufron, 5 H W H atas peagulachan sebazar Gure
Beiar Hubum: Tate Negara di Usdversifas’ 17 Acnstus 1243
Surabava Penonbuhas im bukan hanyz sebuah capaien shademil melsinkan juza sebuzh amanak
kebangeaan, seboah tangsuns jawab: mtelekins! untuk mesepuhkan nilsi-nils Pancesils; menjazs

miarwah korstitusi, dan membimbing Sonerast pefiems banssa'ager zetia pada cits-cita kemerdekaan
Dizlam kontel= hubnm tata negars peran seorang zurn bessr sangat stratems: mengawal deminlezes,
memperiuat prinsip negara-hulkwm, den memastiban Feadilan sosial benar-benar dicszaban olek
zehuruh rabvat Indonesia Kami pereava denran beluasan ilmw Fedslzman pemiliran dan sntegritas
Eebanpzzan yane dimihiki oleh Profesor Hufron aban terus melzhirkan sapasan-sasssen besar yang
menjad) -mercosusr peralansn bangsas dalam membanoun zistem ketatancesaraan yaag adil
berdanlat dan berkeadaban

Tenmabaath. Waszalamuslatkbem warshmatullshi wabarakatuh Om Shant, Shente Shanti Om

i Ureemnd Fembeninian Undenes-Undeng Eembaza Keprasidensn






